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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

Nomor Kep/480/X11/2022
tentang

PETUNJUK TEKNIS
PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII angka 33,
huruf a, angka 9), Perubahan I Keputusan Kepala Staf
Angkatan Udara Nomor Kep/417.a/X11/2021 tanggal 23
Desember 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan
Perbendaharaan Materiel, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis
Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau
Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara;

1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf
Angkatan Udara;

9. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1122/X1/2022
tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam
Jabatan di Lingkungan TNI;

3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/700/VIl/2022
tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam
Jabatan di Lingkungan TNI;

4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor
Kep/417/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel
sebagaimana diubah dengan Perubahan 1 Keputusan
Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/417.a/2021
tanggal 23 Desember 2022 tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel;




Memperhatikan :

Menetapkan

Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/lOOS/VIII/ZOZl
tanggal 20 Agustus 2021 tentang penugasan kelompok
kerja  penyusunan Petunjuk Teknis Petunjuk
Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah
dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI ~Angkatan
Udara;

Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan
Petunjuk Teknis Pemusnahan Barang Milik Negara
Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI
Angkatan Udara;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang
Petunjuk Teknis Pemusnahan Barang Milik Negara
Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI
Angkatan Udara, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan barian tidak terpisahkan
dari keputusan ini dengan menggunakan Kode PN:
MAT-20 dan berklasifikasi Biasa.

Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara sebagai
pembina materi Petunjuk Teknis Pemusnahan Barang
Milik Negara Selain Tanah dan /atau Bangunan di
Lingkungan TNI Angkatan Udara.

Keputusan ini mulai berlaku padz~ tonggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KOMANDAN KODIKLAT,

tertanda

Ir. TEDI RIZALIHADI S., M.M.
MARSEKAL MADYA TNI

~Autentikasi
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Tanggal 23 Desember 2022

PETURJUK TEKNIS
PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN /ATAU BANGUNAN
DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA

BABIX
PENDAHULUAN

Umum.

a. Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Dismatau) sebagai badan pelaksana
pusat Markas Besar TNI Angkatan Udara (Mabesau) bertugas melaksanakan
pengelolaan materiel berupa barang milik negara (BMN) selain tanah dan/atau
bangunan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan/pengawasarl dan
pengendalian. Pemusnahan merupakan tahapan pengelolaan BMN yang
diperuntukkan bagi BMN yang tidak diperlukan hagi penyelenggaraan fugas
dan tidak dapat memberikan manfaat ekonomis atau manfaat lain kepada
negara sebelum dilaksanakan penghapusan. Pemusnahan BMN akan
membebaskan satuan kerja (satker) di lingkungan TNI Angkatan Udara
(TNI AU) dari pertanggungjawaban secara fisik maupun administrasi terhadap
BMN. Pemusnahan dapat dilaksanakan dengan dibakar, dihancurkan,
ditimbun, ditenggelamkan, dijadiken sasaran tembak, dan cara lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tersebar di berbagai satker
TNI AU dengan jenis, pengelompokan dan penggolongan BMN yang beragam
serta keterlibatan personel pengelolaan yang memiliki pemahaman berbeda
menjadikan pelaksanaan pemusnahan BMN masih mengalami kendala.
Tahapan pelaksanaan pemusnahan mulai dari perencanaan sampai dengan
pengakhiran yang relatif lama memerlukan pengerahan sumber daya yang
lebih besar sehingga belum efektif. Saat ini pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan belum memiliki peranti lunak yang mengatur secara
teknis pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI AU sehingga
pelaksanaan pemusnahan belum optimal.

c. QCuna tercapainya ketertiban, keselarasan dan keterpaduan dalam

pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di jajaran TNI AU, maka

perlu disusun Petunjuk Teknis Perausnahan BMN Selain Tanah dan/atau
Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan penyusunan petunjuk teknis

(juknis) ini sebagai berikut:

a. Maksud. Maksud penyusunan juknis ini untuk menyajikan ketentuan
dan tahapan sebagai acuan bagi satuan terkait dalam melaksanakan
pemushahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU.

b, Tujuan. Tujuan penyusunan juknis- ini sebagai pedoman dalam
mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di
lingkungan TNI AU.
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3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup dan tata urut penyusunan
juknis ini sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pemusnahan BMN
Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan dan tahapan pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di Lingkungan TNI
Angkatan Udara.

b. Tata Urut. Tata urut penyusunan juknis ini sebagai berikut:

1) Pendahuluan.
2) Tahap Perencanaan.
3) Tahap Persiapan.
4) Tahap Pelaksanaan.
5) Tahap Pengakhiran.
6) Pengawasan dan Pengendalian.
7) Penutup.

4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunarn juknis ini sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355}.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142).

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 /PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah mengalami beberapa
kali perubahan dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 246 /PMK.06/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 549}.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang
kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 20).

e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

f  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1817).

q
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g. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau
Banguanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia.

h. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain
Tanah dan/atau Banguanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1785).

i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KM.01/2019 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat
kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat J enderal Kekayaan Negara.

j.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan
Kesebelas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomeor
29 /PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

k. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/2006/M/XII/2019 tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang Khususnya Dalam
Pengajuan Permohonan Pemusnahan, Penghapusan, Pemindahtanganan dan
Penerbitan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah
dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia.

l. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep /825/M/VII/2022 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pertahanan
dan Tentara Nasional Indonesia.

m. Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 20 17 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain
Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

n. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok
Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan
Udara.

o. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

p. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tugas Dinas Materiel TNI Angkatan Udara.

g. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang
Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan
Udara.

r. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/X1/2019 tentang
Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Dokirin di Lingkungan
TNI Angkatan Udara.

s. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/417/X11/2021
tanggal 3 Desember 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan
Materiel sebagaimana telah diubah dangan Perubahan I Keputusan Kepala
Staf Angkatan Udara Nomor Kep/417 .a/X11/2021 tanggal 23 Desember 2022
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel.
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t. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/455/X11/2021
tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Tata Tulis Militer di Lingkungan TNI
Angkatan Udara.

u. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/235/VIil/2022
tentang Petunjuk Referensi Tingkat 1 Format Penyusunan Doktrin di
Lingkungan TNI Angkatan Udara.

v. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/290/VIil/2022
tentang Petunjuk Referensi Tingkat II Penetaparl Instansi Pembina Item di
Lingkungan TNI Angkatan Udara.

5. Pengertian. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahamarn istilah
yang digunakan pada juknis ini periu dijelaskan beberapa pengertian. Daftar
pengertian sebagaimana tercantum pada lampiran A.

6. Kedudukan. Petunjuk Teknis Pemusnahan BMN Selain Tanah dan Jatau
Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara berkedudukan pada strata taktis,
dan merupakan turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel.
Skema kedudukan tercantum pada lampiran B.

7. Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI Angkatan
Udara sebagai berikut:

a. Tujuan. Tujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola BMN dalam mendukung tugas
dengan memusnahkan BMN yang tidak bermanfaat, tidak memilki nilai
ekonomis dan tidak dapat dimusnahkan sebelum dilepaskan dari tanggung
jawab fisik dan administrasi melalui proses penghapusan.

b. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

1) Terselenggaranya pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

2) Terwujudnya keseragaman format pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang lebih praktis, mudah dipahami, akomodatif,
kohesif, konsisten, serta aplikatif.

3) Terselenggaranya pelepasan tanggung jawab fisik dan administrasi
BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak diperlukan dalam
mendukung tugas TNI AU.

8. Prinsip. Prinsip pemusnahan BMN selain tanah/bangunan di lingkungan TNI
Angkatan Udara antara lain:

a. Legalitas. Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Akuntabel. Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta
mengutamakan pertimbangan kepentingan TNI AU.

¢. Manfaat, Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
memberikan manfaat sesuai dengan kepentingan dan ketentuan organisasi.
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d. Kesinambungan. Peliksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan merupakan proses yang berkelanjutan bagian terpadu
dari fungsi logistik TNI AU.

e. Hierarki. Semua ketentuan dan kebijakan yang mengatur
penyelenggaraan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
mengikuti jalur secara hierarkis fungsional dan teknis sesuai dengan struktur
organisasi TNI AU.

f. Efektif dan Efisien. Pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan harus dapat berhasil guna dan berdaya guna sehingga
mampu menjamin efektivitas dan efisiensi dukungan logistik di lingkungan

TNI AU.

g. Aman, Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan.

h. Terpadu. Setiap penyelenggaraan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan harus direncanakan, disiapkan dan dilaksanakan secara
terpadu antarfungsi di lingkungan TNI AU.

Organisasi. Organisasi dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain

tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI Angkatan Udara terdiri dari struktur
dan susunan organisasi:

a. Struktur Organisasi. Struktur organisasi yang berperan dalam
pelaksanaan pemusnahan BMN  selain tanah dan/atau bangunan di
lingkungan TNI AU sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
KASAU Tingkat Mabesau
{
ASLOG KASAU -4
i i I
INBIN ITEM  --] KADISMATAU
KASATKER MABESAU
Tingkat Kotama/Kolak
PANG/DANKOTAMA/KOLAK
DAN/KASATKER Tingkat Satker
Keterangan:

-

Garis Komando
______ Garis Koordinasi
Garis fungsi pemusnahan
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b. Susunan Organisasi. Dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan melibatkan beberapa pemangku kebijakan yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab antara lain:

1)

Tingkat Mabesau.

a) Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Kasau selaku Pembantu
Pengguna Barang Eselon 1 (PPB-E1) merupakan pejabat pemegang
kewenangan penggunaant BMN di Lingkungan Organisasi Eselon 1
Kementerian Pertahanan. Dalam pemusnahan BMN Kasau mengatur
dan menetapkan kebijakan umum pem snahan, menyetujui atau
menolak usulan KPB dan/atau PPB-W, memberikan izin prinsip
persetujuan kepada KPB dan/atau PPB-W, mengajukan usulan
kepada Pengguna Barang, menerbitkan surat perintah pelaksanaan
pemusnahan kepada KPB dan/atau PPB-W, melakukan pengawasarn
dan pengendalian pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Menteri Pertzhanan selaku Pengguna
Barang.

b) Asisten Logistik Kasau. (Aslog Kasau). Aslog Kasau adalah
badan staf di tingkat Mabesau yang berkedudukan langsung di
bawah Kasau bertugas membantu Kasau dalam merumuskan
kebijakan strategis dan menyelenggarakan fungsi staf umum TNI AU
di bidang logistik. Dalam pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan Aslog Kasau melaksanakan pelimpahan kewenangan
Kasau dalam mengatur dan menetapkan kebijakan umum
pemusnahan, menandatangani surat penolakan usulan KPB
dan/atau PPB-W, menandatangani izin prinsip persetujuan kepada
KPB dan/atau PPB-W, menandatangani pengajuan usulan kepada
Pengguna Barang, mendantangani surat perintah  pelaksanaan
kepada KPB dan/atau PPB-W, melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan di lingkungan TNI AU. Dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kasau.

c) Instansi Pembina Item (Inbin Item). Inbin Item adalah dinas di
lngkungan Mabesau bertanggung jawab untuk melakukan
pembinaan terhadap item di bidangnya, meliputi perangkat keras
maupun perangkat lunak. Dalam pemusnahan Inbin Item
melakukan penelitian administratif, menolak dan memberikan
rekomendasi pemusnahan  kepada  Dismatau, melakukan
pengawasan dan pengendalian pemusnzhan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dalam bentuk penjualan untuk Item dalam
binaanya. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kasau.

d) Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Kadismatau).
Kadismatau adalah badan pelaksana pusat TNI AU yang
berkedudukan langsung di bawah Kasau bertugas membina dan
menyelenggarakan fungsi pembinaan logistik dalam lingkup
pemenuhan kebutuhan, administrasi materiel terpusat, pengendalian
inventori di tingkat pusat bagi seluruh materiel TNI AU, pengendalian
distribusi bekal terpusat penghapusan materiel, standardisasi
materiel, katalogisasi, sistem informasi pembinaan logistik, dan
administrasi perbendaharaan materiel serta pelaksanaan kebijakan
Kasau dalam bidang bekal umum, ranmcr, BMP, dan bekal-bekal
lainnya yang diwenangkan dan menyelenggarakan pembinaan profesi
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kecabangan pembekalan. Dalam pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan Dismatau bertindak selaku pelaksana pusat,
Inbin Item dan PPB-W Mabesau dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kasau memiliki kewenangan dan
tanggung jawab antara lain :

(1) Kadismatau selaku Pelaksana Pusat TNI AU. Kadismatau
selaku pelaksana pusat TNI AU dalam pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan mengatur
dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemusnahan,
melakukan penelitian administratif, mengajukan permohonan
rekomendasi pemusnahan kepada Inbin Item, meneruskan
relkomendasi Inbin Item ke KPB, memeriksa dan melengkapi
dokumen pengajuan usulan, menyiapkan surat penolakan
usulan KPB dan/atau PPB-W, menyiapkan izin prinsip
persetujuan kepada KPB dan/atau PPB-W, menyiapkan usulan
kepada PPB dan/atau Pengguna Barang, menyiapkan surat
perintah pelaksanaan pemusnahan kepada KPB dan/atau PPB-
W, melakukan pengawasan dan pengendalian teknis
pemusnahan BMN selain tanah dan/fatau bangunan dalam
bentuk penjualan di lingkungan TNI AU.

(2) Kadismatau selaku Kotama (PPB-W) Mabesau. Selaku
Kotama {PPB-W) Mabesau, Kadismatau merupakan pejabat
pemegang kewenangan penggunaan BMN di tingkat wilayah
atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai kotama yang
melaksanakan penggabungan laporan dari satker selaku KPB di
jajaran Mabesau. Dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan Kadismatau melakukan penelitian
administratif, melengkapi dokumen pengajuan usulan,
menolak usulan KPB, menyiapkan izin prinsip persetujuan,
menyiapkan usulan pemusnahan kepada PPB dan/atau
Pengguna Barang, menyiapkan dan mengawasi surat perintah
pelaksanaan pemusnahan kepada KPB, melakukan pengawasan
dan pengendalian teknis pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dalam bentuk penjualan di lingkungan
PPB-W Mabesau.

e) Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Mabesau. Kasatker Mabesau
selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) di jajaran Mabesau
sebagai bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian
negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan BMN dalam penguasaannya. Dalam pelaksanaan
pemusnahan Kasatker mengajukan usulan rekomendasi
berdasarkan kajian secara berjenjang kepada Dismatau dan/atau
Inbin Item, membentuk panitia penelitian dan pemeriksaamn,
menandatangeni berita acara penelitian dan pemeriksaan BMN,
mengajukan usulan izin prinsip persetujuan pemusnahan kepada
PPB-W dan/fatau PPB-El, mengajukan usulan persetujuan
pemusnahan kepada PPB-W dan/fatau PPB-El, mengajukan
permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang atas dasar izin
prinsip persetujuan PPB-E1, melaksanakan perintah pelaksanaan
pemusnahan dari PPB-E1, melaksanakan pemusnahan atas
persetujuan Pengelola Barang, menandatangani berita acara
pemusnahan dan melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kasatker (KPB}. Kasatker
selaku KPB bertanggung jawab kepada Kadismatau selaku PPB-W




- 10 -

Mabesau. Dalam pélaksanaan tugasnya Kasatker selaku KPB
dibantu oleh panitia bentukan sebagai berikut :

(1) Panitia Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Negara.
Panitia penelitian dan pemeriksaan BMN merupakan panitia atau
tim bentukan Kasatker selaku KPB yang dibentuk setelah adanya
rekomendasi pemusnahan dari Dismatau dan/atau Inbin Item.
Panitia memiliki kewenangan dan bertanggung jawab membantu
KPB dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan BMN,
menerbitkan berita acara penelitian dan pemeriksaan BMN,
menyiapkan dokumen dan kelengkapan usulan pemusnahan,
serta menyiapkan pengajuan usulan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan. Dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Kasatker selaku KPB Mabesau.

(2) Panitia Pemusanahan. Panitia pemusnahan merupakan
panitia atau tim bentukan Kastker selaku KPB yang dibentuk
setelah mendapat persetujuan pemusnahan dari Pengguna
Barang dan/atau Pengelola Barang. Panitia pemusnahan
memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk membantu
KPB dalam melaksanakan pemusnahan, menerbitkan berita
acara pemusanahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan
pemusnzhan  beserta  dokumen pendukungnya. Dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasatker
selalu KPB Mabesau

2) Tingkat Komando Utama/Komando Pelaksanan (Kotama/
Kolak). Pang/Dankotama/ Kolak selaku Pembantu Pengguna Barang
Wilayah (PPB-W) merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN di tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai
Kotama yang melaksanakan penggabungan laporan dari satker selaku
KPB di jajarannya. Dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan Pang/ Dankotama/Kolak melakukan penelitian
administratif, melengkapi dokumen pengajuan usulan, menolak usulan
KPB, mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dismatau,
mengajukan permohonan izin prinsip persetujuan kepada PPB-El,
mengajukan usulan pemusnahan kepada PPB-E1, mengawasi surat
perintah pelaksanaan pemusnahan kepada KPB, melakukan pengawasan
dan pengendalian teknis pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan di lingkungan satker (KPB) dijajaran PPB-W. Dalam
pelaksanaan tugasnya Pang/Dankolak selaku PPB-W bertanggung
jawab  kepada  Pang/ Dankotama  sedangkan  Pang/Dankotama
bertanggung jawab kepada Kasau selaku PPB-E1.

3) Tingkat Satker. Kasatker selaku Kuasa Pengguna Barang
(KPB) sebagai bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian
negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan BMN dalam penguasaannya. Dalam pelaksanaan
pemusnahan Kasatker mengajukan usulan rekomendasi berdasarkan
kajian secara berjenjang kepada Dismatau dan/atau Inbin Item,
membentuk panitia penelitian dan pemeriksaari, menandatangani berita
acara penelitian dan pemeriksaan BMN, mengajukan usulan izin prinsip
persetujuan pemusnahan kepada PPB-W dan/atau PPB-E1, mengajukan
usulan persetujuan pemusnahan kepada PPB-W dan/atau PPB-E1,
mengajukan permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang atas
dasar izin prinsip persetujuan PPB-E1, melaksanakan perintah
pelaksanaan pemusnahan dari PPB-E1, melaksanakan pemusnahan atas




- 11 -

persetujuan Pengelola Barang, menandatangani berita acara pemusnahan
dan melaporkan pelaksanaa pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan di lingkungan satker (KPB} Mabesau. Kasatker selaku KPB
bertanggung jawab kepada Pang/Dankotama/Kolak selaku PPB-W.
Dalam pelaksanaan tugasnya Kasatker selaku KPB dibantu oleh panitia
bentukan sebagai berikut:

a) Panitia Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Negara.
Panitia penelitian dan pemeriksaan BMN merupakan panitia
atau tim bentukan Kasatker selaku KPB yang dibentuk setelah
adanya rekomendasi pemusnahan dari Dismatau dan/atau
Inbin Item. Panitia memiliki kewenangan dan bertanggung
jawab membantu KPB dalam melakukan penelitian dan
pemeriksaan BMN, menerbitkan berita acara penelitian dan
pemeriksaan BMN, menyiapkan dokumen dan kelengkapan
usulan pemusnghan, serta menyiapkan pengajuan usulan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan. Dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasatker selaku
KPB.

b) Panitia Pemusnahan. Panitia pemusnahan merupakan
panitia atau tim bentukan Kasatker selaku KPB yang dibentuk
setelah mendapat persetijuan pemusnahan dari Pengguna
Barang dan/atau Pengelola Barang. Panitia pemusnahan
memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk
membantu KPB dalam  melaksanakan  pemusnahan,
menerbitkan berita acara pemusnahan dan menyiapkan
laporan pelaksanaan pemusnahan  beserta dokumen
pendukungnya. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab
kepada Kasatker selaku KPB.

10. Ketentuan Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan. Dalam
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah atau bangunan di lingkungan TNI AU
terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

a. Syarat Pemusnahan BMN Selain Tanah danfatau Bangunan.
Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU
yang dapat dilaksanakan dengan syarat antara lain:

1} Pemusnahan BMN selain tanah dan /atau bangunan dilaksanakan
untuk materiel yang tercatat/terdaftar pada aplikasi SAKTI dan/atau
pada DBKP.

2) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang belum tercatat/terdaftar
pada aplikasi SAKTI dan/atau pada DBKP agar dicatatkan/didaftarkan
terlebih dahulu. kecuali persediaan dan bongkaran BMN karena
perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi).

3) Dikecualikan BMN yang tidak tercatat/ terdaftar pada aplikasi SAKTI
dan/atau pada DBKP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan BMN diantaranya persediaan dan
bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi).

4) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dimusnahkan
sudah memiliki penetapan status penggunaan kecuali persediaan dan
bongkaran BMN karena perbaikan {renovasi, rehabilitasi atau restorasi).
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5) Dikecualikan BMN yang Hidak memerlukan penetapan status
penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan BMN.

6) BMN selain tanah dan /atau bangunan sudah dilakukan penelitian
administratif meliputi penelitian data dan dokumen BMN.

7) BMN selain tanah dan /atau bangunan sudah dilakukan penelitian
fisik untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dengan daia
administratif.

8) Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan
setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan
aspek yuridis yang akan menjadi pertimbangan dan alasan pemusnahan
antara lain:

g) Kajian aspek teknis sebagai berikut:

(1) BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak dapat
digunakan karena rusak berat, tidak bermanfaat dan tidak
dapat digunakan TNI AU dan pihak lain.

(2) BMN selain tanah dan/atau bangunan secara teknis tidak
dapat digunakan lagi akibat modernisasi.

(3) BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak dapat
digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan
dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan
lain-lain sejenisnya.

(4) BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak dapat
digunekan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangarn
dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut
dalam penyimpanan atau pengangkutan.

(5) BMN selain tanah dan/atau bangunan merupakan rahasia
atau berbahaya jika tidak dimusnahkan.

(6) BMN tidak dapat dimanfaatkan pihak lain.
b) Kajian aspek ekonomis sebagai berikut:

(1) Lebih menguntungkan bagi TNI AU apabila BMN selain
tanah dan/atau bangunan dimusnahkan.

(2) BMN selain tanah dan/atau bangunan tidak dapat
dipindahtangankan.

(3) Biaya operasional, pemeliharaan dan perbaikan BMN lebih
besar daripada manfaat yang diperoleh.

c) Kajian aspek yuridis sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8) Penelitian administratif, penelitian fisik, kajian, dan pemeriksaan
dapat dijadikan sebagai alasan pelaksanaan pemusnahan.
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9) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dimusnahkan
sudah mendapat rekomendasi pemusnahan dari Inbin item.

10) BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa alutsista yang telah
dilaksanakan demiliterisasi/dismantling dan scrapping.

11) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dimusnahkan dapat
berupa BMN rahasia dan berbahaya.

12) Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan cara
perolehannya terdapat perjanjian tertentu, dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan dalam perjanjian.

13) Kasatker selaku KPB dapat membentuk tim atau panitia internal
untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan BMN, panitia penelitian
dan pemeriksaan yang dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Panitia penelitian dan pemeriksaan berjumlah ganjil paling
sedikit 3 (tiga) dan dapat 5 (lima) orang atau lebih sesuai dengan
kebutuhan dapat terdiri dari:

(1) Kepala Dinas Logistik (Kadislog), Kepala Dinas Pembinaan
(Kadisbin) atau pejabat di jajaran satker yang bertindak selaku
staf pembantu Kasatker yang bertugas melaksanakan kegiatan
di bidang dukungan logistik selaku ketua.

(2) Staf pelaksana Kasatker yang bertugas menggunakan,
memelihara dan merawat BMN selain tanah dan/atau
bangunan selaku anggota.

(3) Staf pembantu Kasatker yang bertugas dalam bidang
pembekalan atau administrasi materiel selaku anggota.

(4) Staf pelaksana Kasatker yang bertugas melaksanakan
penatausahaan BMN melatui aplikasi SAKTI selaku anggota.

{5) Staf pembantu Kasatker dalam bidang pengamanan tubuh
dan intelijen udara selaku anggota.

(6) Staf pelaksana operasional Kasatker yang bertugas
menyelenggarakan tugas fungsi kepolisian militer dan
pembinaan terhadap kesiapan operasional kepolisian militer di
satker.

(7} Staf atau personel lain yang dipandang perlu dan dapat di
jadikan sebagai panitia.

b} Satker yang tidak memiliki staf untuk kepanitiaan dapat
mengajukan ke satker, dinas atau satuan lain sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan surat permintaan dan persetujuan satuan
terkait.

¢) Kasatker dapat menunjuk personel tertentu yang dipandang
mampu dan dibutuhkan menjadi panitia penelitian dan pemeriksaan
BMN.
d) Panitia ditunjuk berdasarkan surat perintah Kasatker selaku
KFPB.
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14) Hasil peneliian den pemeriksaan BMN selain tanah dan/atau
bangunan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani panitia
dan diketahui Kasatker selaku KPB.

15) BMN selain tanah dan/atau bangunan yang mengalami kejadian
kahar dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

16) BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang dimusnahkan sudah
mendapat persetujuan dari pengelola barang dan pengguna barang
berdasarkan kewenangannya.

17) Kasatker selaku KPB dapat membentuk tim atau panitia internal
untuk melaksanaken pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan, panitia pemusnahan yang dibentuk dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) Panitia pemusnahan berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) dan
dapat 5 (lima) orang atau lebih sesuai denmgan kebutuhan dapat
terdiri dari:

(1) Kepala Dinas Logistik (Kadislog), Kepala Dinas Pembinaan
(Kadisbin) atau pejabat di jajaran satker yang bertindak selaku
staf pembantu Kasatker yang bertugas melaksanakan kegiatan
di bidang dukungan logistik selaku ketua.

(2) Staf pelaksana Kasatker yang bertugas menggunakan,
memelihara dan merawat BMN selain tanah dan/atau

bangunan selaku anggota.

(3) Staf pembantu Kasatker yang bertugas dalam bidang
pembekalan atau administrasi materiel selaku anggota.

(4) Staf pembantu Kasatker dalam bidang pengamanan tubuh
dan intelijen udara selaku anggota.

(5) Staf pelaksana operasional Kasatker yang bertugas
menyelenggarakan tugas fungsi kepolisian militer dan
pembinaan terhadap kesiapan operasional kepolisian militer di
satker.

(6) Staf pembantu Kasatker melaksanakan keselamatan
terbang dan kerja.

(7) Staf pembantu Kasatker dalam melaksanakan pembinaan
penerangarn.

(8) Staf pembantu Kasatker dalam melaksanakan dukungan
kesehatan.

(10) Personel lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan
pemusnahan.

{11) Panitia pemusnahan dapat dibantu personel pelaksana lain
yang tidak turut menandatangani berita acara pemusnahan.

b} Satker yang tidak memilild staf untuk kepanitiaan dapat
mengajukan ke satker, dinas atau satuan lain sesuai dengan
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kebutuhan berdasarkan surat permintaan dan persetujuan satuan
terkait.

¢} Kasatker dapat menunjuk personel tertentu yang dipandang
mampu dan dibutuhkan menjadi panitia pemusnahan.

d) Panitia melaksanakan pemusnahan berdasarkan surat perintah
Kasatker selaku KFPB.

18) Pemusnahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
persetujuan pemusnahan di berikan oleh pengelola barang dan/atau
pengguna barang.

19) Dalam pelaksanaan pemusnahan dapat dibentuk Him pengawas yang

terdiri dari perwakilan pengelola barang, pengguna barang, PPB, PPB-E1,

PPB-W, Dismatau dan Inbin Item jika diperlukan.

20) Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan menghilangkan
fisik dan/atau kegunaan dari BMN.

21) Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang
memerlukan perhatian khusus karena berbahaya seperti bahan kimia,
limbah B3 dan lain-lain dapat melibatkan pihak lain yang berwenang
sesuai peraturan perundang-undangan.

22) Cara pemusnahan disesuaikan dengan sifat dan jenis materiel BMN
selain tanah dan bangunan agar efektif dan efisien.

23) Dalam pelaksanaan teknis pemusnahan satker selaku KPB atau
Pang/Dankotama/Kolak selaku PPB-W dapat menyusun Peraturan
Teknik Udara (PTU) atau peranti lunak lain yang dapat dijadikan refereni
dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

24) Pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

25) Pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan /atau bangunan
dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani panitia
pemusnahan dan diketahui Kasatker selaku K¥B.

25) Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaporkan
secara berjenjang kepada PPB-E1 dan pengguna barang sesuai
kewenangan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan
pemusnahan.

26) Laporan pelaksanaan dan berita acara pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan akan menjadi dasar penerbitan keputusan
penghapusan.

Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan

Kemhan dan TNI. Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di
lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk BMN yang dipergunakan
Kemhan dan TNI dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan
Kemhan dan TNI sebagai berikut:
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a) Alutsista.

b} BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, nilai perolehan
di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuarn.

¢) BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, nilai perolehan
di bawah Rp100.000.000,00 {seratus juta rupiah) per-unit/satuan.

d) BMN yang memiliki dokumen kepemilikan.

2) Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan
Kemhan dan TNI di laksanakan melalui penetapan status penggunaan
BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Objek penetapan status penggunaart seluruh BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

b) Dikecualikan dari objek penetapan status penggunaan BMN
antara lain:

(1) Barang persediaan.
(2) Konstruksi dalam pengerjaarn.

(3) Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan.

(4) Aset tetap renovasi.

¢) Permohonan penetapan status penggunaan BMN dapat diajukan
kepada:

(1) Menteri Keuangan selaku pengelola barang untuk BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan untuk BMN selain tanah dan/atau
bangunan memiliki dokumen kepemilikan.

(2) Menteri Pertahanan selaku pengguna barang yang
kewenangan dan tanggung jawab dilaksanakan oleh Kepala
Badan Sarana Prasarana Kemhan untuk BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista.

(3} Kasau selaku PPB-E1 yang kewenangan dan tanggung
jawab dilaksanakan oleh Aslog Kasau untuk BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen
kepemilikan dengan nilai perolehan di bawah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah}.

d) Penetapan status penggunaan ditetapkan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan
menjadi kelengkapan dalam pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan dalam bentuk penjualan.
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¢. Persetujuan Pelaksanaan Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau
Bangunan. Persetujuan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan sebagai berikut:

1) Alutsista. Usulan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista diajukan oleh Kasatker selaku KPB melalui
Menteri Pertahanan selaku pengguna barang kepada Menteri Keuangan
selaku pengelola barang berdasarkan kewenangannya. Alutsista dengan
nilai perolehan Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai
dengan Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah} perunit/satuan
persetujuan akan diteruskan pengelola barang untuk mendapatkan
persetujuan dari Presiden, untuk BMN dengan nilai perolehan di atas
Rpl00.000.000.000,00 ({seratus miliar rupiah) perunit/satuan akan
diteruskan Pengelola Barang untuk mendapatkan persetujuan DPR. (Alur
persetujuan sebagaimana tercantum pada lampiran C)

2) Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di
atas Rpl100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan. Alur
persetujuan pemusnahan BMN  selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan persetujuan
diberikan oleh pengelola barang dengan pengelompokan sebagai berikut:
(Alur persetujuan sebagaimana tercantum pada lampiran D1 dan D2)

a) Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah) perunit/satuan diajukan oleh pengguna barang kepada
pengelola barang dengan pengelompokan sebagai berikut:

(1) Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
perunit/satuan usulan persetujuan digjukan oleh Kasatker
selaku KPB melalui pengguna barang kepada pengelola barang
atas pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN} akan diteruskan pengelola barang untuk
mendapatkan persetujuan Presiden untuk BMN nilai perolehan
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) perunit/satuan
atau DPR untuk BMN  nilai perolehan di atas
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) perunit/satuan.

(2) Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000.000,00 [sepuluh miliar
rupiah) perunit/satuan usulan persetujuan diajukan oleh
Kasatker selaku KPB melalui pengguna barang kepada pengelola
barang atas pelimpahan kewenangan Direktur Pengelolaan
Kekayaan Negara Sistem Informasi (Dir PKNSI).

b} Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai prolehan
di bawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
perunit/satuan digjukan oleh KPB berdasarkan izin prinsip
persetujuan  PPB-El kepada  pengelola barang  dengan
pengelompokan sebagai berikut:

(1} Nonalutsista tidak memiliki cdokumen kepemilikan nilai
perolehan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta
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rupiah) perunit/satuan usulan persetujuan diajukan oleh KPB
berdasarkan izin prinsip persetujuan PPB-E1 kepada pengelola
barang atas pelimpahan kewenangan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN).

(2) Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) perumnit/satuan
usulan persetujuan diajukan oleh KPB berdasarkan izin prinsip
persetujuan PPB-E1 kepada pengelola barang atas pelimpahan
kewenangan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Lelang {KPKNLJ.

3) Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di
bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan. Usulan
persetujuan pemusnahan BMN nonalutsista tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) per-unit/satuan persetujuan digjuakan Kasatker selaku KPB
melalui pengajuan PPB-E1 kepada pengguna barang. Persetujuan
pemusnahan melalui pengguna barang juga berlaku untuk beberapa BMN
antara lain: (Alur persetujuan sebagaimana tercantum pada lampiran E)

a) Persediaan.
b) Aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman.

¢) Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau
restorasi).

4) Nonalutsista Memiliki Dokumen Kepermnilikan. Alur persetujuan
pemusnahan BMN  selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista
memiliki dokumen kepemilikan persetujuan diberikan oleh pengelola
barang dengan pengelompokan sebagai berikut: (Alur persetujuan
sebagaimana tercantum pada lampiran F1 dan F2)

a) Nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di
atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiahj}
perunit/satuan diajukan oleh pengguna barang kepada pengelola
barang dengan pengelompokan sebagai berikut:

(1) Nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan  nilai
perolehan di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
perunit/satuan usulan persetujuan diajukan oleh Kasatker
selaku KPB melalui pengguna barang kepada pengelola barang
atas pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) akan diteruskan pengelola barang untuk
mendapatkan persetujuan Presiden untuk BMN nilai perolehan
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) perunit/satuan
atau DPR untuk BMN nilai perolehan di atas
Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiahy} perunit/satuan.

(2) Nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai prolehan
Rp7.500.000.000,00 {tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan  Rpl0.000.000.000,00  (sepuiuh  miliar rupiah]}
perunit/satuan diajukan oleh Kasatker selaku KPB melalui
pengguna barang kepada pengelola barang atas pelimpahan
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kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Sistem
Informasi (Dir PKNSI).

b) Nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di
bawah Rp7.500.000.000,00 {tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
perunit/satuan diajukan oleh KPB berdasarkan izin prinsip
persetujuan  PPB-El kepada  pengelola  barang dengan
pengelompokan sebagai berikut:

(1) Nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan  nilai
perolehan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp7.500.000.000,00 (tujulx miliar lima ratus juta
rupiah) perunit/satuan usulan persetujuan diajukan oleh KPB
berdasarkan izin prinsip persetujuan PPB-El kepada pengelola
barang atas pelimpahan kewenangan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN).

(2) Nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
perunit/satuan usulan persetujuan diajukan oleh KPB
berdasarkan izin prinsip persetujuan PPB-E1 kepada pengelola
barang atas pelimpahan kewenangan Kepala Kantor Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

c. Cara Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan.
Pemusnhahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan
menyesuaikan bahan materiel BMN yang akan menentukan cara yang harus
dipergunakan guna menghilangkan fisik dan/atau kegunaan BMN. Cara
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan antara lain:

1) Dibakar.

2) Dihancurkan.

3) Ditimbun.

4} Ditenggelamkan.

5) Dijadikan sasaran latihan tembak.

6) Cara lain sesuai aturan perundang-undangan.
d. Penetapan Lokasi Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau
Bangunan. Lokasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
memiliki persyaratan sebagai berikut:

1) Pemusnahan dilakukan dalam area/ wilayah satker selaku KPB

pelaksana pemusnahan atau area/wilayah TNI AU yang dikuasai secara

fisik dan berkekuatan hukum.

2) Pemusnahan dapat dilakukan di luar area satker selaku KPB
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Lokasi pemusnahan jauh dari pemukiman, sumber air, dan area
pendukung kebutuhan hidup masyarakat.

4) Lokasi pemusnahan tidak berbahaya atau aman terhadap personel,
materiel, dan lingkungan disekitarnya.

5) Akses menuju lokasi pemusnahan baik dan aman.
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Pemusnahan dengan cara ditenggelamkan dilaksanakan di perairan

yang sudah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang,

e. Dokumen Administrasi Pendukung Pengajuan  Persetujuan
Pemusnahan. Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pemusnahan
sampai pada laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan
bangunan antara lain: (Contoh format sebagaimana tercantum dalam
lampiran G)

1)

Rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan

dari Inbin Item dapat dilengkapi dokumen lain seperti:

2)

lain:

a) Surat pernyataan demiliterisasi/dismantling dan scrapping
untuk BMN alutsista jika diperiukan.

b} Surat pernyataan sudah tidak terikat perjanjian sesuai
perjanjian saat perolehan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

c¢) Rekomendasi dapat berupa surat perintah, dokumen temuan
tim pemeriksa, dokumen kajian, pengajuan pemusnahan sebelumnya
dan aturan perundang-undangan.

d) Dokumen pendukung lainnya.

Kelengkapan dokumen pengajuan dari Kasatker selaku KPB antara

a) Sprin panitia penelitian dan pemeriksa dari kastker selaku KPB.

b) Fotokopi keputusan penetapan status penggunaan (PSP} kecuali
barang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c) Berita acara {BA) penelitian dan pemeriksaan paling sedikit
memuat:

(1) Penjelasan dan pertimbangan pengajuan usul pemusnahan
BMN.

(2) Data administrasi BMN selain tanah dan/atau bangunan
usulan pemusnahan, paling sedikit memuat:

(a) Nomor urut.

{b} Kode barang dari aplikasi SAKTI kecuali BMN
persediaan dan bongkaran BMN karena perbaikan.

(c) Nama barang.

(d) NUP (nomor urut pendaftaran) dari aplikasi SAKTI
kecuali BMN persediaan dan bongkaran BMN karena
perbaikan.

(e) Merk/type khusus kendaraan bermotor dilengkapi
nomor plat, nomor rangka, nomor mesin.

() Satuan.

(g Tahun perolehan.
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(h) Kondisi barang dari aplikasi SAKTI kecuali BMN
persediaan dan bongkaran BMN karena perbaikan.

(i Nilai perolehan dan/atau nilai buku dari aplikasi
SAKTI kecuali BMN yang tidak memiliki nilai perolehan
sesuai dengan aturan perundang-undangan.

(i Keterangan berisikan cara pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan (dibakar, ditenggelamkan,
dikubur dan lain lain).

d) Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus
dilengkapi dengan dokumen kepemilikan.

e) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada
huruf d tidak ada, maka dapat digantikan dengan:

(1) Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak dan dokumen
setara lainnya yang dapat disamakan dengan itu.

(2) Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani
oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa BMN selain
tanah dan/atau bangunan tersebut merupakan BMN pada
Satker TNI AU.

f§  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai
atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiel maupun
formal.

g} Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tupoksi (SPTMT) bahwa
BMN tidak lagi dapat optimal, kurang ekonomis dan/atau harus
dilaksanakan pemusnahan.

h) Laporan Kondisi BMN dari aplikasi SAKTI kecuali BMN
persediaan dan bongkaran BMN karena perbaikan.

ij  Daftar BMN yang dihentikan penggunaanya dari aplikasi SAKTI
kecuali BMN persediaan dan bongkaran BMN karena perbaikan.

j)  Kartu Identitas Barang (KIB), dari aplikasi SAKTI kecuali BMN
persediaan dan bongkaran BMN karena perbaikan.

) Foto BMN berwarna 4 sisi (kanan, kiri, depan, dan belakang}.

m) Surat Keterangan dari instansi terkait dan kronologis kejadian
(untuk BMN mengalami keadaan kahar).

n} Softcopy daftar BMN yang diusulkan.
o} Surat permohonan pemusnahan BMN kepada PPB-W,

p) Dalam keadaan tertentu dapat dilengkapi dokumen lain yang
dipandang perlu.

Usulan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari

PPB-W ke PPB-E1.
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4) Surat izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari PPB-E1 kepada KPB dengan ketentuan sebagai
berikut:

a) Surat izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan
nilai perolehan di bawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta rupiah) perunit/satuan.

b} Surat izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah} sampai
dengan Rp7.500.000.000,00 {tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
perunit/satuan.

5) Usulan pemusnahan BMN selain tanah demn/atau bangunan alutsista
dari PPB-E1 kepada PPB yang dilanjutkan kepada pengguna barang
untuk diteruskan kepada pengelola barang,.

6) Usulan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di
bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perunit/satuan,
persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman serta
bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi)
dari PPB-E1 kepada pengguna barang.

7) Usulan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista memiliki dan tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di atas Rp7.500.000.000,00 {tujuh miliar lima ratus juta
rupiah) per unit/satuan dari PPB-El kepada pengguna barang yang
diteruskan kepada pengelola barang.

8) Surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista dari pengguna barang kepada PPB
diteruskan kepada PPB-E1 dan diteruskan kepada KPB.

9) Surat perintah pelaksanaan pemusnghan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista dari pengguna barang kepada PPB-El
diteruskan dengan surat perintah dari PPB-E1 kepada KPB antara lain:

a) Surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dan tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per unit/satuan atas dasar
persetujuan pengelola barang.

b} Surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah} per unit/satuan, persediaan, aset tetap lainnya berupa
hewan, ikan dan tanaman serta bongkaran BMN karena perbaikan
(renovasi, rehabilitasi atau restorasi).

10) Usulan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari KPB
kepada pengelola barang sesuai dengan kewenangan atas dasar izin
prinsip persetujuan PPB-E1 antara lain:
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a) BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) per unit/satuan kepada KPKNL.

b) BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak
memiliki dokumen kepemilikan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah} per
unit/satuan kepada KPKNL.

c¢) BMN nonalutsista memiliki dan tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah} per
unit/satuan kepada Kanwil DJKN.

11} Surat persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan dari pengelola barang sesuai dengan kewenangan kepada KPB
antara lain:

a) BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) per unit/satuan dari KPKNL.

b) BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak
memiliki dokumen kepemilikan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per
unit/satuan dari KPKNL.

¢) BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki
dan tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai Rp5.000.000.000,60
(lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan dari Kanwil DJKN.

12) Surat periniah panitia pemusnahan dari Kasatker selaku KPB.

13) Surat atau dokumen Ilegalitas penggunaan lokasi pelaksanaan
pemusnahan.

14) Surat atau dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan teknis
pemusnahan jika diperlukan.

_15) Berita acara pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

16) Laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan.

BAB II
TAHAP PERENCANAAN

11. Umum. Perencanaan dalam proses pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan merupakan kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan untuk menunjang
kegiatan pada tahap selanjutnya yang disusun secara teratur, terencana, dan
sistematis sesuai dengan tingkat kewenangan. Perencanaan pemusnahan dimulai
pada saat pengajuan rekomendasi kepada Inbin Item baik dari Kasatker selaku
KPB ataupun atas dasar permintaan atau perintah dari PPB-El. Perencanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan disiapkan berdasarkan kajian
teknis, ekonomis dan yuridis yang dilaksanakan satker pada saat melakukan
penilaian dalam pengelolaan BMN selain tanah dan/atau bangunan.
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12. Urutan Kegiatan. Pada tahap perencanaan kegiatan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a.

Tingkat Mabesan.

1)

Kasau. Kasau selaku PPB-E1 pada tahap perencanaan Kasau

mengatur dan menetapkan kebijakan umum pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU.

2)

Aslog Kasau. Pada tahap perencanaan Aslog Kasau melaksanakan

kegiatan antara lain:

3)

a) Membantu Kasau dalam merumuskan kebijakan strategis
menyelenggarakan fungsi staf umum TNI AU di bidang logistik,
penyelenggaraan pembinaan logistik, dukungan logistik TNI AU dan
menyusun  petunjuk  penyelenggaraan  sebagai pedoman
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada di
dalam lingkungan TNI AU.

b) Menerima tembusan usulan permohonan rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari Dismatau
ke Inbin [tem.

c¢) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan.

d) Menerima tembusan rekomendasi pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan dari Inbin Item ke Dismatau.

e) Mengawasi rekomendasi yang diberikan Inbin Item.
Inbin Item. Inbin Item melaksanakan kegiatan antara lain:

a) Menetapkan peraturan, kebijakan teknis, dan pedoman
pelaksanaan pengelolaan item di bidangnya.

b) Menerima surat permohonan rekomendasi pemusnahan dari
Dismatau.

¢) Melaksanakan verifikasi administrasi dan fisik terhadap
pengajuan permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

d) Berkoordinasi dengan Dismatau untuk melaksanakan
demiliterisasi/ dismanlting dan scrapping terhadap BMN selain tanah
dan/atau bangunan berupa alutsista.

e) Berkoordinasi dengan pihak lain di dalam atau di luar TNI AU
untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertimbangan
rekomendasi.

f) Meberikan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan kepada Kadismatau.

g] Memberikan saran dan masukan dalam pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan.
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h) Menerima tembusan rekomendasi pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan dari Dismatau ke KPB.

i} Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam binaannya.

4) Kadismatau. Pada tahap perencanaarn Kadismatau melaksanakan
kegiatan antara lain:

a) Kadismatau selaku Pelaksana Pusat TNI AU. Selaku pelaksana
pusat Kadismatau melaksanakan kegiatan antara lain:

(1) Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis
pemusnahan BMN selain tanah dan /atau bangunan.

(2) Melaksanakan pembinaan profesi pembekalan TNI AU,
termasuk pembinaan personel yang akan mengelola
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Melaksanakan sosialisasi dan asistensi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan di jajaran TNI AU.

(4) Menerima usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan dari KPB dan /atau PPB-
w.

(5) Melaksanakan verifikasi administrasi dan fisik terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

(6) Meneruskan permohonan rekomendasi pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan ke Inbin Item berdasarkan
pengajuan PPB-W.

(7) Berkoordinasi, memberikan saran dan pertimbangan
kepada Inbin Item dalam penerbitan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan. Koordinasi yang
diperlukan antara lain:

(a) Melakukan demiliterisasi/ dismanlting dan scrapping
terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan alutsista
jika diperlukan.

(b) Menerbitkan dokumen pendukung untuk pemusnahan
BMN selain dan/atau bangunan dengan cara perolehan
terdapat perjanjian tertentu agar dapat dimusnabkan.

() Menentukan cara pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

(d) Berkoordinasi dengan pihak lain dalam penerbitan
rekomendasi jika diperiukan.

(8) Menerima rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari Inbin Item.

(9) Meneruskan surat rekomendasi pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan dari Inbin item ke KPB.
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(10) Mengawasi KPB dalam melaksanakan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan pada tahap perencanaan.

b) Kadismatau Selaku Kotama (PPB-W) Mabesau. Kadismatau
melaksanakan kegiatan antara lain:

(1} Menerima permohonan rekomendasi pemusnahan dari
KPB.

(2) Melaksanakan verifikasi administrasi dan fisik terhadap
pengajuan permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan.

(3) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan terkait
rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan di lingkungan PPB-W.

(4) Mengajukan usulan permohonan rekomendasi
pemusnshan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada
Inbin Item.

(5} Menerima rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari Inbin Item.

(6) Mengawasi surat rekomendasi pemusnshan BMN selain
tanah dan/atau bangunan di lingkungan PPB-W Mabesau.

Kasatker Mabesau. Kasatker selaku KPB Mabesau melaksanakan

kegiatan antara lain:

a) Menetapkan kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada di
dalam lingkungan KPB Mabesau.

b) Melaksanakan kajian teknis, ekonomis dan yuridis terhadap
BMN selain tanah dan/atau bangunan yang akan dimusnahkan
berdasarkan laporan kondisi BMN selain tanah dan/atau bangunan
dari seksi pengguna BMN di jajaran KPB.

c) Mengajukan permohonan rekomendasi pemusnahan Dismatau
selaku PPB-W Mabesau.

d) Memberikan saran dan masukan kepada PPB-W terkait
permohonan rekomendasi.

e} Menerima rekomendasi pemusnzhan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari Dismatau.

b. Tingkat Xotama/Kolak. Pang/Dankotama/Kolak selaku PPB-W
melaksanakan kegiatan antara lain:

1)

2}

Menerima permohonan rekomendasi dari KPB.

Melaksanakan verifikasi administrasi dan fisik terhadap pengajuan

permohonan rekomendasi pemusnahan  BMN selain tanah dan/atau
bangunan.
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3) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan terkait rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan
PPB-W.

4) Mangajukan usulan permohonan rekomendasi pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan kepada Dismatau.

5) Menerima tembusan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari Dismatau.

6) Mengawasi surat rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan di lingkungan PPB-W.

c. Tingkat Satker. Kasatker selaku KPB melaksanakan kegiatan antara

1) Menetapkan kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada di
dalam lingkungan satker atau KPB. '

2) Melaksanakan kajian teknis, ekonomis dan yuridis terhadap BMN
selain tanah dan/atau bangunan yang akan dimusnahkan berdasarkan
laporan kondisi BMN selain tanah dan/atau bangunan dari seksi
pengguna BMN di jajaran KPB.

3) Mengelompokkan BMN berdasarkan Inbin Item pembina BMN selain
tanah dan/atau bangunan.

4) Mengajukan  permohonan  rekomendasi pemindahtanganan,
pemusnahan, dan penghapusan ke PPB-W.

5) Memberikan saran dan masukan kepada PPB-W terkait permohonan
rekomendasi.

6) Menerima rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan dari Dismatau.

13. Dukungan. Dukungan yang diperlukan baik dari komando atas maupun
satker terkait dalam kegiatan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
agar dapat berjalan dengan lancar mulai dari tahap perencanaan sampai dengan .
tahap pengakhiran sebagai berikut:

a. Anggaran. Dukungan anggaran pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan didukung dari anggaran yang telah dialokasikan ke tiap-
tiap Pembantu Pengguna Barang Ekselon 1 (PPB-El}, Pembantu Pengguna
Barang Wilayah {PPB-W) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB).

b. Administrasi Umum. Dalam kegiatan pengelolaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan dibutuhkan administrasi maupun data-data
yang valid dan akurat untuk mendukung kelancaran dalam perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

c. Personel. Dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan diperlukan dukungan personel tingkat Mabesau, kotama/kolak,
satker dan pihak lain.
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d. Logistik. Dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan diperlukan dukungan sarana prasarana berupa transportasi,
lokasi/tempat penyimpanan BMN dan sarana lainnya yang disiapkan satker.

e. Komunikasi. Dukungan komunikasi organisasi terintegrasi antara
satker terkait baik ditingkat Mabesau, kotama maupun satuan jajaran TNI AU
dan sarana komunikasi ke pihak lain dibutuhkan untuk kelancaran
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

BAB I
TAHAP PERSIAPAN

14. Umum. Dalam melaksanakan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan tahap persiapan merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap
pelaksanaan pemusnahan, Persiapan dimulai setelah satker selaku KPB
mendapatkan persetujuan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan dari Inbin Item melalui Dismatau atas dasar pengajuan satker atau
perintah PPB-E1. Rekomendasi diberikan setelah dilakukan analisis dan kajian
dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis terhadap BMN yang akan dimusnahkan.
Rekomendasi dari Inbin Item tidak hanya terbatas pada boleh atau tidaknya
dilaksanakan pemusnahan BMN akan tetapi dapat memberikan rekomendasi
terhadap cara pemusnahan dan petunjuk lainnya.

15. Urutan Kegiatan. Kegiatan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan pada tahap persiapan sebagai tahap lanjutan dari tabap perencanaan
sebagai berikut:

a. Tingkat Mabesau.

1) Kasau. Kasau selaku PPB-E1 pada tahap persiapan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan Kasau melakukan pengawasan
dan membherikan saran atau masukan terhadap persiapan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dipersiapkan KPB.

2) Aslog Kasau. Pada tahap persiapan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan melakukan koordinasi fungsi pengawasan
dan memberikan saran atau masukan terhadap persiapan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dipersiapkan KPB.

3) Inbin Item. Inbin Item pada tahap persiapan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan melakukan kegiatan antara lain:

a) Mengawasi rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang sudah diberikan.

b) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan terhadap
persiapan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
terhadap Item binaanya yang dilakukan KPB.

4) Kadismatau. Pada tahap persiapan sebagai pelaksana pusat PPB-
El1 pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan
TNI AU melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Kadismatau selaku Pelaksana Pusat TNI AU. Kadismatau
melaksanakan kegiatan antara lain:
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{1} Kadismatau berkoordinasi dan mengawasi KPB melakukan
persiapan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan berdasarkan rekomendasi pemusnahan
yang diterbitkan Inbin Item.

(2) Memberikan saran, masukan atau pertimbangan terkait
persiapan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
di lingkungan TNI AU jika diperlukan.

Kadismatau Selaku Kotama (PPB-W} Mabesau. Kadismatau

melaksanakan kegiatan antara lain:

(1) Mengawasi persiapan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang dilaksanakan KPB di jajaran PPB-W
Mabesau.

(2) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan terhadap
persiapan Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
yang dilakukan KPB Mabesau.

Kasatker Mabesau. Kasatker Mabesau. selaku KPB berdasarkan

surat rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
dari Inbin Item melakukan kegiatan antara lain:

Menerima surat rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah

dan/atau bangunan dari Inbin Item.

Membentuk panitia penelitian dan pemeriksaan berdasarkan

surat perintah pembentukan panitia internal yang melakukan
kegiatan antara lain:

(1) Menerima surat perintah panitia penelitian dan
pemeriksaan dari Kasatker selaku KPB Mabesau.

(2) Menghentikan BMN dari penggunaan melalui aplikasi
SAKTI (jika belum dihentikan dari penggunaan).

(3) Mengelompokkan BMN berdasar BMN selain tanah
dan/atau bangunan penggunaan Kemhan dan TNL

(4) Menyiapkan dokumen penetapan status penggunaan BMN
selain tanah dan/atau bangunan.

(5) Memberikan saran dan masukan kepada KPB dalam
persiapan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

{6) Melakukan penelitian data administratif BMN selain tanah
dan/atau bangunan sesuai dengan kebutuhan pemusnahan
BMN.

(7) Melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian
fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif,
yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

{8) Menyiapkan dan menandatangani Berita Acara Penelitian
dan Pemeriksaan BMN,
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(9) Menyiapkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTIM),

(10) Menyiapkan surat pernyataan tidak mengganggu tupoksi
satker.

(11} Menyiapkan dokumen Keputusan Penetapan Status
Penggunaan (PSP).

(12) Menyiapkan laporan kondisi BMN (dari aplikasi SAKTI}.

(13) Menyiapkan dokumen daftar BMN yang dihentikan
penggunaanya {dari aplikasi SAKTI).

(14) Menyiapkan Kartu Identitas Barang (KIB) (dari aplikasi
aplikasi SAKTI).

(15) Menyiapkan foto BMN berwarna 4 sisi (kanan, kiri, depan,
belakang).

{16) Menyiapkan surat keterangan dari instansi terkait (untuk
BMN mengalami keadaan kahar).

(17) Menyiapkan Soficopy daftar BMN yang diusulkan.

(18) Menyiapkan pengajuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dengan memperhatikan pengelompokan
BMN.

¢) Melakukan koordinasi dengan satuan TNI AU dan pihak lain
dalam menyiapkan pengajuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

d} Menandatangani Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan BMN. '

e) Menandatangani dokumen kelengkapan pengajuan usulan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

b. Tingkat Kotama/Kolak  Pang/Dankotama/Kolak selaku PPB-W
dalam tahap persiapan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
melakukan kegiatan antara lain:

1) Mengawasi persiapan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan yang dilaksanakan KPB di jajaran PPB-W,

2) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan terhadap persiapan
pemusnahan BMN selain tansh dan/atau bangunan yang dilakukan
KPB.

c. Tingkat Satker. Kasatker selaku KPB berdasarkan surat rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari Inbin Ilfem
melakukan kegiatan antara lain: .

a) Menerima surat rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari Inbin tem.




-31 -

b) Membentuk panitia penelitian dan pemeriksaan berdasarkan
surat perintah pembentukan panitia internal yang melakukan
kegiatan antara lain:

(1) Menerima surat perintah Panitia Peneliian dan
pemeriksaan dari Kasatker selaku KPB Mabesau.

(2) Menghentikan BMN dari penggunaan melalui aplikasi
SAKTI (jika belum dihentikan dari penggunaan).

(3) Mengelompokkan BMN berdasar BMN selain tanah
dan/atau bangunan penggunaan Kemhan dan TNI.

(4) Menyiapkan dokumen penetapan status penggunaan BMN
selain tanah dan/atau bangunan.

(5) Memberikan saran dan masukan kepada KPB dalam
persiapan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(6) Melakukan penelitian data administratif BMN selain tanah
dan/atau bangunan sesuai dengan kebutuhan pemusnahan
BMN.

(7) Melakukan penelitian fisik untuk mencocokkan kesesuaian
fisik BMN yang akan dimusnahkan dengan data administratif,
yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

(8} Menyiapkan dan menandatangani Berita Acara Penelitian
dan Pemeriksaan BMN.

(9) Menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM).

(10) Menyiapkan surat pernyataan tidak mengganggu tupoksi
satker.

(11) Menyiapkan dokumen Keputusan Penetapan Status
Penggunaan (PSP).

(12) Menyiapkan laporan kondisi BMN {dari aplikasi SAKTI).

(13} Menyiapkan dokumen daftar BMN yang dihentikan
penggunaanya (dari aplikasi SAKTI).

(14) Menyiapkan Kartu Identitas Barang (KIB) (dari aplikasi
aplbikasi SAKTI).

(15) Menyiapkan foto BMN berwarna. 4 sisi (kanan, kiri, depan,
belakang).

(16} Menyiapkan surat keterangan dari instansi terkait (untuk
BMN mengalami keadaan kahar).

(17) Menyiapkan Soficopy daftar BMN yang diusulkan.
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(18) Menyiapkan pengajuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dengan memperhatikan pengelompokan
BMN.

¢) Melakukan koordinasi dengan satuan TNI AU dan pihak lain
dalam menyiapkan pengajuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

d) Menandatangani Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.

e) Menandatangani dokumen kelengkapan pengajuan usulan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV
TAHAP PELAKSANAAN

16. Umum. Dalam pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan tahap
pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tahapan persiapan yang
dimulai dari pengajuan surat permohonan dari Kasatker selaku KPB kepada
Pang/Dankotama/Kolak selaku PPB-W dan berjenjang sesuai tataran kewenangan
pemusnahan. Dalam tahap pelaksanaan, BMN selain tanah dan/atau bangunan
akan dikelopokkan berdasarkan penggunaan BMN dan pelimpahan wewenang
pemberi persetujuan dari Pengelola Barang atau Pengguna  Barang.
Pengelompokkan dilakukan untuk mewadahi perbedaan proses pada alur proses
penerbitan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.
Pengajuan permohonan pemusnahan dari KPB melampirkan dokemen kelengkapan
persyaratan dan surat rekomendasi dari Inbin Item yang di ajukan dan
direkomendasikan pada tahap perencanaan. Surat rekomendasi Inbin Item akan
dijadikan dasar oleh Kasatker selaku KPB dalam mempersiapkan dokumen
pengajuan dan akan diproses pada tahap pelaksanaan.

17. Urutan Kegiatan. Kegiatan pemusnahan BMN selain tanah dan Jatau
bangunan pada tahap pelaksanaan sebagai tahap lanjutan dari tahap perencanaan
dan persiapan dimulai dari kegiatan pengajuan permohonan izin prinsip dan/atau
permohonan persetujuan pemusnahan dari KPB kepada PPB-W. Pada tahap
pelaksanaan dilaksankan kegiatan sebagai berikut:

a. Tingkat Mabesau.

1) Kasau. Kasau selaku PPB-E1 pada tahap pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan melakukan
pengawasan dan memberikan saran atau masukan terhadap
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
yang diajukan KPB.

2) Aslog Kasau. Aslog Kasau pada tahap pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan
KPB melakukan kegaitan antara lain:

a) Menerima tembusan surat pengajuan permohonan
persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
dari PPB-W.

b)  Menganalisis atau melakukan verifikasi administrasi dan
fisik pengajuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan PPB-W.
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c) Dalam membantu Kasau memutuskan pemberian
persetujuan Aslog Kasau dapat melakukan rapat dengan
menghadirkan atau mendatangi PPB-W, Inbinitem, Dismatau dan
perwakilan pihak lain jika diperlukan.

d) Atas nama Kasau selaku PPB-El1 menandatangani usulan
persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
alutsista kepada PPB.

e) Atas nama Kasau selaku PPB-E1 menandatangani usulan
persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan
di bawah Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) per
unit/satuan, persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan
dan tanaman serta bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi,
rehabilitasi atau restorasi) kepada Pengguna Barang.

f) Atas nama Kasau selaku PPB-E1 menandatangani usulan
persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista memilik dan tidak memiliki dokumen kepemilikan
nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta rupiah} per unit/satuan kepada Pengguna Barang.

g Atas nama Kasau selaku PPB-E1 menandatangani surat
izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan Rpl00.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta rupiah) per unit/satuan kepada KPB.

h) Atas nama Kasau selaku PPB-El menandatangani surat
izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN selain tfanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan
nilai perolehan di bawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta rupiah} per unit/satuan kepada KPB.

i) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada
PPB, Pengguna Barang dan Pengelola Barang (sesuai
kewenangan) terhadap pengajuan persetujuan Pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan.

i Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan alutsista berdasarkan surat
perintah Pengguna Barang dari PPB.

k)  Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nornalutsista nilai perolehan di
bawah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) perunit/satuan,
persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman
serta "bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi
atau restorasi} dari Pengguna Barang.

1) Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista nilai perolehan di
atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
per unit/satuan atas dasar persetujuan Pengelola Barang (sesuai
kewenangan) dari Pengguna Barang.




LS

3)

-34-

m]  Atas nama Kasau selaku PPB-El1 menandatangani surat
perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan BMN alutsista kepada KPB.

n) Alas nama Kasau selaku PPB-El1 menandatangani surat
perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per
unit/satuan, persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan
dan tanaman serta bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi,
rehabilitasi atau restorasi) kepada KPB.

o) Atas nama Kasau selaku PPB-El1 menandatangani surat
perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan untuk nonalutsista memiliki dan tidak meiliki
dokeman kepemilikan nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00
{tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per unit/satuan kepada KPB.

P} Atas nama Kasau selaku PPB-E1 menandatangani surat
permohonan verifikasi dan pengawasan dari PPB, Pengguna
Barang dan Pengelola Barang untuk pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan untuk BMN alutsista dan nonlutsista
nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima
ratus juta rupiah) per unit/satuan.

a) Mengawasi dan memberikan saran, masukan dan
pertimbangan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan kepada PPB-W dan KPB.

Inbin Item. Pada tahap pelaksanaan pemusnahan BMN Inbin

Item melaksanakan kegiatan antara lain:

4)

a) Menerima tembusan pengajuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan yang digjukan KPB.

b) Inbin Ttem melakukan analisis dan kajian terhadap
pengajuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
dari KPB.

c} Menghadiri rapat pembahasan pemusnahan BMN yang
dilaksanakan oleh PPB-E! jika diperlukan.

d) Mengawasi dan memberikan saran, masukan dan
pertimbangan terhadap pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan kepada KPB jajaran PPB-W.

e) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada
PPB-E1, PPB-W, Aslog Kasau, dan Kadismatau terhadap
pengajuan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan.

Kadismatau. Kadismatau pada tahap  pelaksanaan

pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan melakukan

kegiatan antara lain:

a) Kadismatau  selaku  Pelaksana Pusat TNI AU.
Kasdismatau melaksanakan kegiatan antara lain:
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(1) Menerima surat pengajuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan dari PPB-W.

(2) Menganalisis dan malakukan verifikasi administrasi
dan fisik pengajuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang diajukan oleh KPB-W

{3} Memberikan saran, masukan dan pertimbangan
telnis pengajuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan kepada KPB.

(4} Membuka takah pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan sebagai sarana komunikasi dengan
Aslog Kasau selaku pejabat yang menerima pelimpahan
wewenang dari PPB-E1.

(5) Mengajukan surat permchonan  kelengkapan
persyaratan pemusnahan kepada PPB-W, KPB, Inbin Item,
dan dinas lain jika terdapat kekurangan persyaratan
pengajuan pemusnahan BMN.

(6) Dalam membantu Kasau memutuskan pemberian
persetujuan  Kadismatan  rmoenghadiri rapat yang
dilaksanakan Kasau selaku PPB-E1 dan/atau Aslog Kasau.

(7) Menyiapkan usulan persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan BMN alutsista
ditandatangani Aslog Kasau atas nama Kasau selaku PPB-
E1 kepada PPB.

(88 Menyiapkan usulan persetujuan pemusnahan BMN
selain tfanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak
memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan,
persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan
tanaman serta bongkaran BMN karena perbaikan
(renovasi, rehabilitasi atau restorasi) ditandatangani Aslog
Kasau atas nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Pengguna
Barang.

{9) Menyiapkan usulan persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki
dan tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di
atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah} per unit/satuan ditandatangani Aslog Kasau atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Pengguna Barang..

(10) Menyiapkan surat izin prinsip persetujuan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
untuk BMN nonalutsista tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000. 000 ,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah} per umt/ satuan
ditandatangani Aslog Kasau atas nama Kasau selaku PPB-
E1 kepada KPB.

(11) Menyiapkan surat izin prinsip persetujuan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
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nonalutsista yang memiliki dokumen kepemilikan mnilai
perolehan di bawah Rp7 .500.000.000,00 (tujuh miliar ima
ratus juta rupiah) per unit/satuan ditandatangani Aslog
Kasau atas nama Kasau selaku PPB-E1 kepada KPB.

(12) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan
teknis pelaksanaan pemusnahan kepada Pengelola Barang,
Pengguna Barang, PPB, Kasau dan Aslog Kasau, terhadap
pengajuan persetujuan pemusnahan BMN jika diperlukan.

(13) Menerima tembusan surat perintah pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dari
Pengguna Barang dan PPB.

{(14) Menyiapkan surat perintah pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan

alutsista ditandatangani Aslog Kasau atas nama Kasau
selaku PPB-E1 kepada KPB.

(15) Menyiapkan surat perintah pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) per unit/satuan, persediaan, aset tetap lainnya
berupa hewan, ikan dan tanaman serta bongkaran BMN
karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi)
ditandatangani Aslog Kasau atas nama Kasau selaku PPB-
E1 kepada KPB.

{16) Menyiapkan surat perintah pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista memiliki dan tidak meiliki dokeman
kepemilikan nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00
{tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per unit/satuan
ditandatangani Aslog Kasau atas nama Kasau selaku PPB-
E1 kepada XPB.

(17) Menyiapkan surat permohonan verifikasi dan
pengawasan dari PPB, Pengguna Barang dan Pengelola
Barang untuk pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan alutsista dan nonlutsista nilai perolehan di atas
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
per unit/satuan ditandatangani Aslog Kasau atas nama
Kasau selaku PPB-E1.

(18) Mengawasi, memberikan masukan, saran dan
pertimbangan kepada KPB pada pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan.

Kadismatau  Selaku  Kotama  (PPB-W)  Mabesau.

Kadismatau selaku Kotama (PPB-W) Mabesau melaksanakan
kegiatan antara lain:

{1} Menerima usulan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari KPB Mabesau.
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(2) Menganalisis dan melakukan verifikasi administrasi
dan fisik pengajuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang diajukan oleh KPB Mabesau.

(3) Menyiapkan pengajuan permohonan persetujuan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Menyiapkan izin prinsip persetujuan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(5) Menyiapkan surat perintah pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

(6) Mengawasi pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan KPB di
jajaran PPB-W Mabesau.

(7) Memberikan saran, masukan dan perintah terhadap
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan yang dilakukan KPB Mabesau.

5) Kasatker Mabesau. Satker Mabesau selaku KPB Mabesau
melakukan kegiatan antara lain:

a) Mengajukan surat permohonan persetujuan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan
dokumen kelengkapan pengajuan dan rekomendasi Inbin Item.

b) Dalam pengajuan pemusnahan KPB memperhatikan
pengelompokan BMN.

c) Dalam pengajuan Kasatker selaku KPB Mabesau
memperhatikan cara pemusnahan atas dasar rekomendasi dan
arahan teknis dari Dismatau dan/atau Inbin Item.

d) Mengajukan usulan permohonan pemusnahan kepada
PPB-W Mabesau tembusan Aslog Kasau dan Kadismatau.

e) Menyerahkan dokumen dan kelengkapan asli pengajuan
permohonan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari KPB kepada Dismatau.

i) Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan alutsista dari PPB-E1.

g) Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dan tidak
memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per
unit/satuan dari PPB-E1.

h) Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista nilai perolehan di
bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan,
persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman
serta bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi
atau restorasi) dari PPB-E1.
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i) Menerima surat izin prinsip persetujuan pemqs.n.ahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista mermiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp7 '500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) per unit/satuan dari PPB-E1.

1) Menerima surat izin prinsip persetujuan peml:}snahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memilki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas RplO0.000.000.,OO
(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 {tujuh
miliar lima ratus juta rupiah) per unit/satuan dari PPB-EL.

k) Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan di bawah RpS.OO0.000.000,00 (lima
miliar rupiah) per unit/satuan kepada KPKNL berdasarkan izin
prinsip persetujuan dari PPB-E1.

1) Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiahj
per unit/satuan kepada KPKNL berdasarkan izin prinsip
persetujuan dari PPB-E1.

m) Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atan bangunan nonalutsista memiliki dan tidak
memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah} per
unit/satuan kepada Kanwil DJKN berdasarkan izin prinsip
persetujuan dari PPB-E1.

n) KPB menerima persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista merniliki dokumen kepemilikan
nilai perolehan di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dari KPKNL.

0) Menerima persefujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dari KPKNL.

P) Menerima persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dan tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan dari Kanwil DJKN,

q) Membentuk panitia pemusnahan melalui surat perintah
panitia pemusnahan yang melaksankan kegitan antara lain:

(1) Menerima surat perintah panitia pemusnahan
dari KPB Mabesau.

(2) Menyiapkan administrasi dan fisik BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang akan dimusnahkan.
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{(3) Melakukan koordinasi dengan pengawas dari PPB-W,
Dismatau, Inbin Item, PPB-E1, PPB, Pengguna Barang dan
Pengelola Barang jika diperlukan.

(4) Melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam
melaksanakan pemusnahan jika diperlukan.

(5) Melaksanakan proses pemusnaharn.

(6) Menandatangani dokumen yang berhubungan
dengan teknis pelaksanaan pemusnahan.

{(7) Menyiapkan dokumentasi pelaksanaan pemus-
nahan.

(8) Menyiapkan berita acara pemusnahan BMN selain
tanah dan bangunan.

(9) Melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada KPB.

r} Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemus-
nahan.

s} Memberikan saran, masukan atau informasi terkait
pelaksana pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
kepada PPB-W, Inbinitem, Dismatau dan Aslog Kasau jika
diperlukan.

1) Menandatangani berita acara pemusnahan.

b. Tingkat Kotama/Kolak. Pang/Dankotama/Kolak gelaku PPB-W
dalam tahap pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan melakukan kegiatan antara lain:

1) Menerima usulan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan dari KPB.

2) Menganalisis dan melakukan verifikasi administrasi dan fisik
pengajuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang
diajukan oleh KPB.

3) Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan kepada Dismatau.

4) Menerima tembusan izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan dari PPB-EL1.

5) Menerima tembusan surat perintah pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan dari PPB-E1.

6) Mengawasi pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang dilaksanakan KPB di jajaran PPB-W.

7) Memberikan saran, masukan dan perintah terhadap pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dilakukan
KPB.




C.

- 40 -

Tingkat Satker. Kasatker selaku KPB dalam tahap pelaksanaan

pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan melakukan kegiatan
antara lain:

1) Mengajukan surat permohonan persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen
kelengkapan pengajuan dan rekomendasi Inbin Item.

2) Dalam pengajuan KPB memperhatikan pengelompokan BMN.

3) Dalam pengajuan KPB memperhatikan cara pelaksanaarn
pemusnahan BMN atas dasar rekomendasi dan arahan teknis dari
Dismatau dan/atau Inbin Item.

4) Mengajukan usulan permohonan pemusnahan kepada PPB-W
tembusan Aslog Kasau dan Kadismatau.

5) Menyerahkan dokumen dan kelengkapan ash pengajuan
permohonan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan dari KPB kepada Dismatau.

6) Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan alutsista dari PPB-E1.

T Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista yang memiliki dan tidak
memiliki dokumen  kepemilikan nilai perolehan di atas
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per
unit/satuan dari PPB-E1.

8) Menerima surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista nilai perolehan di bawah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, persediaan,
aset tetap lainnya berupa hewan, jkan dan tanaman serta bongkaran
BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi) dari PPB-
El.

9) Menerima surat izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan dari PPB-E1.

10) Menerima surat izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memilki dokumen
kepemilikan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp7 1500.000.000,00 {tujuh miliar lima ratus
juta rupiah) per unit/satuan dari PPB-E1.

11) Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah} per
unit/satuan kepada KPKNL berdasarkan izin prinsip persefujuan dari
PPB-E1.

12) Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
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RpS.OO0.000.000,00 (lima miliar rupiah) per unit/satuan kepada
KPKNL berdasarkan izin prinsip persetujuan dari PPB-E1.

13) Mengajukan usulan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dan tidak memiliki dokumen
‘kepemilikan nilai perolehan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah}
sampai dengan Rp"{'.SO0.00G.OO0,00 (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah) per unit/satuan kepada Kanwil DJKN berdasarkan izin prinsip
persefujuan dari PPB-E1.

14) KPB menerima persetujuan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari
KPKNL.

15) Menerima persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari KPKNL.

16) Menerima persetujuan Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan nonalutsista memiliki dan tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan RpS.OO0.000.000,00 (ima miliar rupiah)
sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta
rupiah) per unit/satuan dari Kanwil DJKN.

17} Membentuk panitia pemusnahan melalui surat perintah panitia
pemusnahan yang melaksanakan kegitan antara lain:

a) Menerima surat perintah panitia pemusnahan dari
KPB Mabesau.

b) Menyiapkan administrasi dan fisik BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang akan dimusnahkan.

c) Melakukan koordinasi dengan pengawas dari PPB-W,
Dismatau, Inbin Item, PPB-E1, PPB, pengguna barang dan
pengelola barang jika diperlukan.

d) Melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam
melaksanakan pemusnahan jika diperlukan.

e) Melaksanakan proses pemusnahan.

f) Menandatangani dokumen yang berhubungan dengan
teknis pelaksanaan pemusnahan.

g) Menyiapkan dokumentasi pelaksanaan pemusnahan.

h) Menyiapkan berita acara pemusnahan BMN selain tanah
dan bangunan.

i) Melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada KPB.

18) Melakukan pengawasan terhadap belaksanaan pemusnahan.
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19) Memberikan saran, masukan atau informasi terkait pelaksana
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada PPB-W,
Inbinitem, Dismatau dan Aslog Kasau jika diperlukan.

20) Menandatangani berita acara pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

BAB IV
TAHAP PENGAKHIRAN

18. Umum. Dalam pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan tahap
pengakhiran merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tahapan pelaksanaan.
Tahap pengakhiran dimulai dari terbitnya berita acara pemusnahan dan secara
fisik dan kegunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan sudah tidak ada lagi.
Seluruh dokumen yang diperoleh dan timbul dari pelaksanaan pemusnahan akan
dijadikan dokumen kelengkapan tahap pengakhiran yang akan didistribusikan
dalam bentuk laporan secara berjenjang dari KPB, PPB-W, PPB-El, PPB dan
pengguna barang. Kegiatan pada tahap pengakhiran akan menjadi dasar dalam
penerbitan Keputusan Penghapusan yang akan menjadi tahap akhir pengelolaan
BMN berupa penghapusan BMN dari kekayaan negara yang tercatat di Kasatker
selaku KPB.

19. TUrutan Kegiatan. Berdasarkan pelimpahan sebagian wewenang pengguna
barang khususnya dalam pengajuan permohonan pemindahtanganan,
pemusnahan dan penerbitan keputusan penghapusan BMN selain tanah dan/atau
bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI maka laporan pelaksanaan dapat
dijadikan dasar penerbitan keputusan penghapusan oleh PPB-E1 dan pengguna
barang sesuai kewenangannya. Kegiatan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan pada tahap pengakhiran sebagai tahap lanjutan dari tahap perencanaan,
persiapan dan pelaksanaan dimulai dari kegiatan pengajuan laporan pelaksanaan
pemusnahan dari KPB. Pada tahap pengakhiran dilaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

a. Tingkat Mabesaun.

1) Kasau.. Kasau Selaku PPB-E1 pada tahap pengakhiran
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan melakukan
pengawasan dan memberikan saran atau masukan terhadap laporan
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
yang disampaikan KPB secara berjenjang sampai ke PPB-El1 dan
pengguna barang sesuai dengan kewenangannya.

2) Aslog Kasau. Aslog Kasau selaku penyelenggara PPB-El
dalam bidang logistik pada tahap pengakhiran pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan melaksanakan kegiatan antara lain:

a) Menerima tembusan laporan pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan dari PPB-W.

b) Menganalisis dan melakukan verifikasi administrasi
laporan pelaksanaan pemusnehan BMN selain tanah dan/atau
bangunan yang dilaporkan oleh PPB-W.

c) Menandatangani laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan alutsista atas nama Kasau
selaku PPB-E1 kepada PPB.




3)

- 43 -

d) Menandatangani laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dan tidak
memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada pengguna barang.

e} Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada
PPB dan pengguna barang terhadap laporan pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan /atau bangunarn.

Inbin Item. Pada tahap pengakhiran pemusnahan BMN Inbin

Item melaksanakan kegiatan antara lain:

4)

a) Menerima tembusan laporan pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan KPB.

b) Mengawasi dan memberikan saram, masukan dan
pertimbangan terhadap laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan untuk item dalam binaannya.

c) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada
PPB-E1, PPB-W, Aslog Kasau, dan Dismatau terhadap laporan
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan.

Kadismatau. Pada tshap pengekhiran sebagai pelaksana

teknis PPB-E1 dalam pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan di lingkungan TNI Kadismatau melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:

a) Kadismatau selaku Pelaksana Pusat TNI AU, Kadismatau
melaksanakan kegiatan antara lain:

(1) Menerima surat laporan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan dari PFB-W.

(2) Menganalisis dan melakukan verifikasi administrasi
laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari PPB-W.

{3) Menyiapkan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan dalam bentuk penjualan
alutsista ditandatangani Aslog Kasau atas nama Kasau
selaku PPB-E1 kepada PPB.

(4) Menyiapkan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan dalam bentuk penjualan
nonalutsista memiliki dan tidak memiliki dokumen
kepemilikan nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani Aslog
Kasau atas nama Kasau selaku PPB-E1 kepada pengguna
barang.

(5) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan
terkait laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan kepada Aslog Kasau.
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b) Kadismatau Selaku Kotama (PPB-W) Mabesau. Kadismatau
melaksanakan kegiatan antara lain:

(1) Menerima surat laporan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan dari Kasatker selaku KPB
Mabesau.

(2) Menganalisis dan malakukan verifikasi administrasi
laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang dilaporkan oleh KPB.

(3) Memproses laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan.

{4) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan
terkait laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan kepada KPB Mabesau.

5) Kasatker. Kasatker selaku KPB Mabesau pada tahap
pengakhiran KPB melaksanaan kegiatan antara lain:

a) Mengajukan surat laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen
kelengkapan anta lain:

(1) Berita acara pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan.

(2) Dokumentasi kegiatan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunart.

(3} Dokumen atau administrasi pendukung lainnya.

b) Melaksanakan koordinasi dengan KPKNL dan pihak terkait
lainnya dalam pengajuan laporan pelaksanaan jika diperlukan.

b. Tingkat Kotama/ Kolak. Panglima/Komandan Kotama selaku
PPB-W pada tahap pengakhiran melaksanaan kegiatan antara lain:

1) Menerima surat laporan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan dari KPB.

2) Menganalisis dan melakukan verifikasi administrasi laporan
pelaksanasn pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangurnan
yang dilaporkan oleh PPB-W.

3) Mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan kepada Kadismatau.

4) Memberikan saran, masukan dan pertimbangan terkait laporan
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
kepada Kadismatau.

a. Tingkat Satker. Kasatker selaku KPB pada iahap pengakhiran
melaksanaan kegiatan antara laimn:
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1) Mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen kelengkapan
antara lain:

a) Berita acara pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

b) Dokumentasi kegiatan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

¢) Dokumen atau administrasi pendukung lainnya.

2) Melaksanakan koordinasi dengan KPKNL dan pihak terkait
lainnya dalam pengajuan laporan pelaksanaan jika dipertukan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. TUmum. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kasau
selaku PPB-E1. Dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan secara hierarki dan
berjenjang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terwujud kelancaran dan
keberhasilan dalam pelaksanaan pemusnahan.

21. Pengawasan. Wewenang dan tanggung jawab terkait pengawasan
terhadap pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah
sebagai berikut:

a. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau
melaksanakan pengawasan program Kkerja dan anggaran pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

b. Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau). Aslog Kasau melaksanakan
supervisi pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

c. Komandan/Kepala Intansi Pembina Item (Inbin Item). Dan/Ka
Inbin Item mengawasi pelaksanaan teknis pemusnahan Item dalam
binaannya.

d. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Kadismatau).
Kadismatau mengawasi teknis pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

e. Panglima/Komandan Xotama/ Kolak (Pang/Dankotama/Kolak].
Pang/Dankotama/kolak mengawasi pelaksanaan teknis pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan di satuan dan jajarannya.

1. Komandan/Kepala Satuan Kerja (Dan/Kasatker). Dan/Kasatker
mengawasi pelaksanaan pemusnahan  BMN selain tanah dan/atau
bangunan di satuan kerja masing-masing.

22. Pengendalian. Wewenang dan tanggung jawab terkait pengendalian
terhadap pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah
sebagai berikut: '
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a. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena
Kasau melaksanakan pengendalian anggaran dalam pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan.

b. Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau). Aslog Kasau melaksanakan
pengendalian kebijakan dalam pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan.

¢c. Komandan/Kepala Instansi Pembina Item (Inbin Item). Dan/Ka
Inbin Item melaksanakan pengendalian teknis pemusnahan Item dalam
binaannya.

d. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Kadismatau).
Kadismatau melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan.

e. Panglima/Komandan Kotama /Kolak (Pang/Dankotama /Kolak).
Pang/Dankotama/Kolak melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan di satuan dan
jajarannya.

f. Komandan/Kepala Satuan Kerja (Dan/Kasatker). Dan/Kasatker
melaksanakan pengendalian pengelolaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan di satuan kerja masing-masing.

BAB VII
PENUTUP

23. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam petunjuk
‘eknis ini oleh pembina, pelaksana dan pengguna petunjuk teknis akan sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU.

24. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang periu dalam penyempurnaan
Petunjuk Teknis Pemusnahan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan di
Lingkungan TNI Angkatan Udara ini agar disarankan kepada Kasau melalui
Kadismatau dengan tembusan Dankodiklatau sesuai mekanisme umpan balik.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KIEPALA DISMAT,
tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

_ Autentikasi
At { SEKRETARIAT UMUM TNI AU,




TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran A Keputusan Kasau
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/480/X11/2022
Tangsgal 23 Desember 2022

DAFTAR PERGERTIAN

1. Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Alutsista adalah satu sistem
senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang
memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas
pokok TNL

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kegara (APBN). APBN adalah rencana
keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang
masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
tahun berjalan.

3. Barang Milik Negara (BMN). BMN adalah semua barang berwujud dan tak
berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja
negara {APBN) atau berasal dari perolehan lainya yang sah.

4, Berita Acara Pemusnahan BMNK Selain Tanah dan/atau Bangunan. Berita
acara pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah berita acara yang
disusun oleh panitia pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada saat
pemusnahan BMN dilaksanakan.

5. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan BMN. Berita acara penelitian
dan pemeriksaan BMN adalah berita acara yang disusun oleh panitia penelitian dan
pemeriksaan BMN pada saat penelitian dan pemeriksaan yang sekurang kurangnya
memuat hasil penelitian administratif tidak terbatas pada tahun perolehan,
identitas barang, Penetapan Status Penggunaan, nilai perolehan dan/atau nilai
buku, penelitian fisik mencocokkan kesesuaian fisik dengan data asministratif
serta rekomendasi pelaksanaan pemusnahan BMN.

6. Daftar Barang. Daftar barang adalah daftar yang memuat data BMN,

7. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). DBKP adalah daftar yang memuat
data BMN yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja.

8. Demiliterisasi/ Dismantling. Demiliterisasi/ dismantling adalah proses
penghapusan atau pemusnahan yang harus dilakukan terhadap alutsista yang
memiliki fungsi persenjataan, alat komunikasi dan elektronika tempur dengan
menghilangkan fungsi tersebut dari Alutsista yang akan dihapus atau
dimusnahkan.

9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN adalah unit Eselon 1
di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi tekmis di bidang kekayaan negara,
piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
menerima pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat untuk
Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan BMN nilai perolehan di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) perunit/satuan.

10. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (Dir PKNSI).
Dir PKNSI adelah intansi vertikal Direktorat Kekayasn Negara yang berada di
bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab kepada
Direktorat Jenderal yang menerima pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan
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dalam bentuk mandat untuk Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan BMN_
nilai perolehan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar ima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

11. Instansi Pembina Item {Inbin Item). Inbin Item adalah instansi dan dinas-
dinas yang karena tugas dan fungsinya ditetapkan sebagai penanggung jawab
untuk melakukan pembinaan terhadap item di bidangnya, meliputi perangkat
keras maupun perangkat lunak.

12. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN).
Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Kekayaan Negara yang berada di
bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab kepada
Direktorat Jenderal yang menerima pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan
dalam bentuk mandate untuk Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan BMN
nilai perclehan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan
Rp7.500.000.000,00 {tujuh miliar lima ratus juta rupi ).

13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL adalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah Kenwil
DJKN dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah yang
menerima pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat untuk
memberikan Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan BMN nilai BMN sampai
dengan Rp5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah) serta melaksanakan lelang.

14. Keadaan Kahar. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar
kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak
dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

15. Kuasa Pengguna Barang (KPB). KPB adalah Panglima/Gubernur/
Komandan/Kepala satuan kerja (satker) sebagai pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN di lingkungan satuan kerja baik yang berada di Mabesau
maupun yang berada di luar Mabesau yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Pertahanan Nomor KEP/825/M/VII/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna
Barang di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Dalam penatausahaan BMN KPB menjadi tempat BMN tercatat sebagai asset atau
kekayaan negara.

16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 adalah sisa
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

17. Panitia Pemusnahan BMN. Panitia pemusnahan merupakan Tim Internal
pemusnahan BMN adalah personel yang ditunjuk atau diangkat oleh pejabat yang
berwenang (Kasatker) yang bertugas melaksanakan pemusnahan BMN.

18. Panitia Penelitian dan Pemeriksaan BMN (PPBMIN). PPBMN adalah Tim
internal yang terdiri dari personel yang ditunjuk atau diangkat oleh pejabat yang
berwenang (Kasatker) yang bertugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan
serta analisis terhadap data administrasi dan fisik BMN.

19. Penatausahaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

20. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dari pefabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.
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21. Pembantu Pengguna Barang (PPB). PPB adalah pejabat yang x.nembantu
Pengguna Barang dalam pemegang kewenangan penggunaen BMN, di lingkungan
TNI dilaksanakan oleh Panglima TNL

99. Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 {PPB-E1). PPB-El adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan unit organisasi eselon I,
dalam jajaran lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI khususnya TNI
Angkatan Udara dilaksanakan oleh Kasau.

93. Pembantu Pengguna Barang Wilayah (PPB-W). PPB-W adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan kantor wilayah unit
organisasi eselon I di jajaran dalam jajaran Kemhan dan TNI diatur berdasarkan
Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/825/M/VI1/2022 tentang Penetapan
Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia yang melaksanakan melaksanakan penggabungan laporan dari
satker selaku KPB. PPB-W di lingkungan TNI AU dilaksanakan oleh
Pangkoopsudnas, Pangkoopsud I, Pangkoopsud II, Pangkoopsud I, Dankodiklatau,
Pangkoharmatau, Dankorpasgat dan Kadismatau.

24. Pemusnahan. Pemusnhahan adalah proses memusnahkan atau
meniadakan fisik dan/atau kegunaan barang milik negara (BMN).

25. Pengelola Barang. Pengelola barang adalah Menteri Keuangan sebagai
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

26. Pengguna Barang. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN, untuk lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Menteri
Pertahanan.

27. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

28. Penilai. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

29. Penilaian. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu
opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu.

30. Peraturan Teknik Udara (PTU). PTU adalah suatu publikasi yang
dikeluarkan TNI AU yang memuat antara lain tentang prosedur, peraturan,
instruksi, dan informasi di bidang teknik Udara.

31. Pihak Lain. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga
dan pemerintah daerah.

32. Satuan Kerja (satker). Satuan kerja (satker) adalah unit satuan kerja yang
ditetapkan oleh Kasau untuk melaksankan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program dalam rangka pelaksanaan tugas TNI AU. Kepala satuan kerja dalam
penatausahaan BMN bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB).

33. Scrapping. Scrapping adaiah kondisi suatu barang/materiel yang sudah
tidak memiliki fungsi, kegunaan dan manfaat dari barang/materiel tersebut serta
secara fisik sudah tidak layak pakai.
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34. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah
aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung
implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara untuk melakukan
pengelolaan keuangan  yang meliputi tahap perencanaan hingga
pertanggungjawaban anggaran.

35. Unit Organisasi (U0). UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan
program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan,
O Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI
“ngkatan Udara.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
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TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran B Keputusan Kasau

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/480/XI1/2022
Tanggal 23 Desember 2022

SKEMA KEDUDUEKAN

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PERBENDAHARAAN MATERIEL

PETUNJUK TEKNIS
PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA
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TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran C Keputusan Kasau

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/480/XI1/2022
Tanggzl 23 Desember 2022

ALUR PERSETUJUAN PEMUSNAHAN
BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ALUTSISTA

PRESIDEN DPR
10M S.D 100 M DI ATAS 100 M
1 | |
13 1 14]
MENKEU | DJKN
(PENGELOLA BARANG) DI ATAS 10 M
121 151 DIR PKNSI
7,5MS.D. 10 M
MENHAN
KANWIL DJKN
(PENGGUNA BARANG) S M S, 7.5 M
24
1] 16 1 T KPKNL
PANGLIMA TNI 100 JTS.DSM
(PPB)

0] 17y 2

KASAU
(PPB-E1)
ASLOG KASAU
a (PELAKSANA FUNGSIONAL)
INBIN "'_"3 DISMATAU
ITEM |2 (PELAKSANA TEKNIS)

221 .

N
o

o1

KOTAMA
(PPB-W)
s i 21
11 5% 18 ¢
SATKER
(KPB)
sl 71 191 201
PANITIA PANITIA
PENELITIAN PEMUSNAHAN
PEMERIKSAAN
BMN

Keterangan:

1. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan alutsista kepada PPB-W atau
Kotama tembusan, Aslog Kasau, Inbinitem dan Kadismatau.
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9. PPB-W mengajuklan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan alutsista kepada Dismatau tembusan, Aslog
Kasau, Inbin Item dan KPB.

3. Dismatau mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan alutsista kepada Inbin Item tembusan, Aslog
Kasau, PPB-W dan KPB. Permohonan rekomendasi dapat berisikan permohonan
demiliterisasi/ dismantling, scrapping dan permohonan lain sesuai dengan
kebutuhan pemusnahan.

4. Inbinitem memberikan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujui,
menyarankan cara pemusnahan serta memberikan saran lain terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
alutsista ke Dismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

5. Dismatau meneruskan surat rekomendasi menyesuaikan dengan bentuk dan
cara pelaksanaan serta saran atau masukan terhadap pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan alutsista kepada KPB tembusan Aslog Kasau, Inbinitem
dan PPB-W.

6. Atas dasar rekomendasi dari Dismatau dan/atau Inbin Item, KPB membentuk
Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melalui surat perintah pembentukan Panitia
Penelitian dan Pemeriksaan.

7. Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melaporkan pelaksanaan penelitian dan
pemeriksaan BMN kepada Kasatker selaku KPB dan Kasatker menandatangani
berita acara penelitian dan pemeriksaan BMN.

8. Satker selaku KPB mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan alutsista kepada Kotama
selaku PPB-W tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan Kadismatau.

0. Kotama selakn PPB-W mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan alutsista kepada Kadismatau
tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan KPB.

10. Dismatau melaksanakan kegiatan:

a. Pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan dan fisik
terhadap permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista.

b. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen Dismatau dapat
mengajukan surat permohonan kelengkapan dokumen dan melakukan
koordinasi dengan KPB, Inbin Item dan PPB-W.

c. Menyiapkan surat permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan alutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau
atas nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Aslog Panglima TNI tembusan
Menkeu, Menhan, Panglima TNI, Kasau, Inbinitem, PPB-W dan KPB.

11. Aslog Panglima TNI atas nama Panglima TNI selaku PPB meneruskan surat
permohonan persetujuan kepada Menhan selaku Pengguna Barang.

12. Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang meneruskan permohonan
kepada Pengelola Barang.
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13. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Presiden untuk BMN nilai perolchan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah} perunit/satuan. Untuk BMN nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) perunit/satuan Pengelola Barang mengajukan permohonan
kepada DPR.

14. Presiden memberikan  persetujuan untuk BMN nilai perolehan
Rp10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 {seratus miliar rupiah) per unit/satuan dan DPR untuk
BMN nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per
unit/satuan kepada Pengelola Barang.

15. Pengelola Barang meneruskan persetujuan Presiden dan DPR serta
memberikan persetujuan berdasarkan pelimpahan kewenangan untuk nilai di
bawah Rp10.000.000.000,00 (seputuh miliar rupiah) per unit/satuan kepada
Pengguna Barang.

16. Pengguna Barang meneruskan persetujuan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan alutsista kepada PPB.

17. PPB menerbitkan surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista kepada Aslog Kasau sebagai pelimpahan wewenang
Kasau selaku PPB-EL1.

18. Dismatau menyiapkan surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan alutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau atas nama
Kasau selaku PPB-E1 kepada Kasatker selaku KPB tembusan Menteri Keuangan,
Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasau, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Irjen
TNI, Dirjen Kuathan Kemhan, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Aslog Panglima
TNI, Irjenau, PPB-W, Inbinitem dan Kadismatau.

19. Kasatker selaku KPB membentuk panitia pemusnahan untuk melaksanakan
pemusnahan.

20. Panitia beserta tim pemusnahan melaksanakan pemusnahan yang
dituangkan kedalam berita acara pemusnahan kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Kasatker.

21. Satker selaku KPB melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista dan mengajukan surat permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog
Kasau, Dismatau dan Inbin Item.

29. Kotama selaku PPB-W mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan alutsista dan mengajukan permohonan
penerbitan keputusan penghapusan BMN kepada Dismatau tembusan Aslog Kasau
dan KPB.

23. Dismatau menyiapkan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista dan mengajukan permohonan penerbitan keputusan
penghapusan BMN ditandatangani oleh Aslog Kasau atas nama Kasau selaku PPB-
El kepada Aslog Panglima TNI tembusan Menkeu, Menhan, Panglima TNI, Kasau,
Inbinitem, PPB-W dan KPB.

24. Aslog Panglima TNI atas nama Panglima TNI selaku PPB mengajukan laporan
pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan alutsista dan




- 55

mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN kepada

Pengguna Barang.

i

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA

KEPALA DISMAT,
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TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran D1 Keputusan Kasau

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/480/XI1/2022
Tanggal 23 Desember 2022

ALUR PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BAN GUNAN
NONALUTSISTA TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN NILAX PEROLEHAN
DI ATAS 7.5 MILIAR PER URIT/ SATUAN

PRESIDEN DPR
10 M S/D 100 M DI ATAS 100 M

] i |

NE
v
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(PENGELOLA BARANG) X DI ATAS 10 M

I 14 DIR PKNSI
11 ! 75MS/D10M
MENHAN

(PENGGUNA BARANG)
* —&

21

15
10

P !-_ L
KASAU
(PPB-E1)
ASLOG KASAU

{(PELAKSANA FUNGSIONAL)

DISMATAU
(PELAKSANA TEKNIS)

20

IN BIN \#*
ITEM e

KOTAMA
(PPB-W)

11 53 st 164 19 I
SATKER
(KPB)

A A

PANITIA PANITIA
PENELITIAN PEMUSNAHAN
PEMERIKSAAN
BMN

Keterangan:

1. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan kepada PPB-W Pang/ Dankotama/Kolak

selaku PPB-W tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan Kadismatau.
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2. PPB-W mengajuklan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Dismatau tembusan
Aslog Kasau, Inbin Item dan KPB.

3. Dismatau mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Inbin Item tembusan
Aslog Kasau, PPB-W dan KPB. Permohonan rekomendasi dapat berisikan
permohonan lain sesuai dengan kebutuhan pemusnahan.

4. Inbinitem memberikan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujui,
menyarankan cara pemusnahan serta memberikan saran lain terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista ke Kadismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

5. Kadismatau meneruskan surat rekomendasi menyesuaikan dengan bentuk
dan cara pelaksanaan serta saran atau masukan terhadap pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada KPB tembusan Aslog Kasau,
Inbinitem dan PPB-W.

6. Atas dasar rekomendasi dari Dismatau dan/atau Inbin Item, KPB membentuk
Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melalui surat perintah pembentukan panitia.

7 Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melaporkan pelaksanaan penelitian dan
pemeriksaan BMN kepada Kasatker selaku KPB dan Kasatker menandatangani
Berita Acara penelitian dan pemeriksaan BMN.

8. Satker selaku KPB mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas Rp Rp7.500.000.000,00 {tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan kepada Kotama selaku PPB-W tembusan
Aslog Kasau, Inbinitem, dan Kadismatau.

9. Kotama selaku PPB-W mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada
Kadismatau tembusan Aslog Kasau, Inbinitermn dan KPB.

10. Dismatau melaksanakan kegiatan:

a. Pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan dan fisik
terhadap permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonatutsista.

b. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen Dismatau dapat
mengajukan surat permohonan kelengkapan dokumen dan melakukan
koordinasi dengan KPB, Inbin Item dan PPB-W.

c. Menyiapkan surat permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani oleh Aslog
Kasau atas nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Pengguna Barang tembusan
Menkeu, Menhan, Panglima TNJ, Aslog Panglima TNI, Kasau, Inbinitem, PPB-W
dan KPB.

11. Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang meneruskan permohonan
kepada Pengelola Barang.

12. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Presiden untuk BMN nilai perolehan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
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rupiah) per unit/satuan. Untuk BMN nilai perolehan di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per unit/satuan Pengelola Barang
mengajukan permohonan kepada DPR.

13. Presiden memberikan persetujuan untuk BMN nilai perolehan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per unit/satuan dan DPR untuk
BMN nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
perunit/satuan kepada Pengelola Barang.

14. Pengelola Barang meneruskan persetujuan Presiden dan DPR serta
memberikan persetujuan berdasarkan pelimpahan kewenangan untuk nilai
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit/satuan kepada Pengguna
Barang.

15. Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada PPB-E1.

16. Dismatau menyiapkan surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Kasatker selaku KPB tembusan Menteri
Keuangan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasau, Sekjen Kemhan, Irjen
Kemhan, Irjen TNI, Dirjen Kuathan Kemhan, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu,
Aslog Panglima TNI, Irjenau, PPB-W, Inbinitem dan Kadismatau.

17. Kasatker selaku KPB membentuk panitia pemusnahan untuk melaksanakan
pemusnahan.

18. Panitia beserta tim pemusnahan melaksanakan pemusnahan yang
dituangkan kedalam berita acara pemusnahan kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Kasatker.

19. Satker selaku KPB melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista dan mengajukan surat permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog
Kasau, Kadismatau dan Inbin Item.

20. Kotama selaku PPB-W mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista dan mengajukan permohonan
penerbitan keputusan penghapusan BMN kepada Kadismatau tembusan Aslog
Kasau dan KPB.

21. Dismatau menyiapkan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista dan mengajukan permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN ditandatangani oleh Aslog Kasau atas nama Kasau
selaku PPB-E1 kepada Pengguna Barang tembusan Menkeu, Menhan, Panglima
TNI, Aslog Panglima TNI, Kasau, Inbinitem, PPB-W dan KPB.

I Auten ikasi a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
SBLARIAT UMUM TNI AU, KEPALA DISMAT,
KEPA ~ tertanda

““' i ADI, S.S., C.FL.A. ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
ARGLONBEADM NRP 520800 MARSEKAL PERTAMA TNI




TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran D2 Keputusan Kasau

MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/480/X11/2022
Tanggal 23 Desember 2022

ALUR PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BAN GURAN
NONALUTSISTA TIDAK MEMILIKI DOKUMERN KEPEMILIKAN NILAI PEROLEHAN
100 JUTA 8.D. 7.5 MILIAR PER UNIT/SATUAN

MENKEU
(PENGELOLA BARANG)
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KPKNL ~»)
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KASAU
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KOTAMA 12
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1‘[ 5 8] 109 is] 1
SATKER
(KPB) R
Gl 7 ‘[ 13l 141
PANITIA PANITIA
PENELITIAN PEMUSNAHAN
PEMERIKSAAN
BMN

Keterangan.

1. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per
unit/satuan kepada PPB-W atau Kotama tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan
Kadismatau.

9. PPB-W mengajuklan surat usulan permohénan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Dismatau tembusan
Aslog Kasau, Inbin Item dan KPB.
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3. Dismatau mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Inbin Item tembusan
Aslog Kasau, PPB-W dan KPB. Permohonan rekomendasi dapat berisikan
permohonan lain sesuai dengan kebutuhan pemusnahan.

4. Inbinitem memberikan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujui,
menyarankan cara pemusnahan serta memberikan saran lain terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista ke Kadismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

5. Dismatau meneruskan surat rekomendasi menyesuaikan dengan bentuk dan
cara pelaksanaan serta saran atau masukan terhadap pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada KPB tembusan Aslog Kasau,
Inbinitem dan PPB-W.

6. Atas dasar rekomendasi dari Dismatau dan/atau Inbin Item, KPB membentuk
panitia penelitian dan pemeriksaan BMN melalui surat perintah.

7. Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melaporkan pelaksanaan penelitian dan
pemeriksaan BMN kepada Kasatker selaku KPB dan Kasatker menandatangani
berita acara penelitian dan pemeriksaan BMN.

8. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan izin prinsip
persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak
memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
perunit/satuan kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog Kasau, Inbinitem
dan Kadismatau.

9. Kotama selaku PPB-W mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada
Kadismatau tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan KPB.

10. Dismatau melaksanakan kegiatan:

a. Pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan dan fisik
terhadap permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista.

b. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen Dismatau dapat
mengajukan surat permohonan kelengkapan dokumen dan melakukan
koordinasi dengan KPB, Inbin Item dan PPB-W.

c. Menyiapkan surat izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada KPB tembusan Kasau, Inbinitem dan PPB-
W.

11. Berdasarkan izin prinsip persetujuan Kasatker selaku KPB mengajukan
permohonan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per unit/satuan dengan
pengelompokan sebagai berikut:

a. BMN nonalutsista nilai perolehan Rp5.00(f.000.000,00 (lima miliar rupiah)
sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar ima ratus juta rupiah) per
unit/satuan diajukan KPB kepada Kanwil DJKN.
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b. BMN nonalutsista nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) perunit/satuan
diajukan KPB kepada KPKNL.

12. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berdasarkan pelimpahan
kewenangan Kanwil DJKN dan KPKNL memberikan persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Kasatker selaku KPB
tembusan, Menkeu, Sekjen Kemhan, Kasau, Aslog Kasau dan Dir BMN.

13. Kasatker selaku KPB membentuk panitia pemusnahan untuk melaksanakan
pemusnahan.

14. Panitia beserta tim pemusnahan melaksanakan pemusnahan yang
dituangkan kedalam berita acara pemusnahan kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Kasatker.

15. Satker selaku KPB melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista dan mengajukan surat permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog
Kasau, Dismatau dan Inbin Item.

16. Kotama selaku PPB-W mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan
nilai perolehan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) perunit/satuan dan
mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN kepada
Dismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,
tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
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TENTARA NASIONAL INDONESIA - Lampiran E Keputusan Kasau
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/480/XI11/2022
Tanggal 23 Desember 2022

ALUR PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
NONALUTSISTA TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN NILAI PEROLEHAN
DI BAWAH 100 JUTA PER UNIT/SATUAN

MENHAN
(PENGGUNA BARANG)
.Y
11
10
KASAU
(PPB-E1)
ASLOG KASAU
4 (PELAKSANA FUNGSIONAL)
INBIN [ DISMATAU
ITEM |3 (PELAKSANA TEKNIS)
: : 6
21 : 91 : 1 T
KOTAMA
(PPB-W)
: 8 :
11‘ si t 12§ 15‘[
SATKER
(KPB)
61 71‘ 131 14‘[
PANITIA PANITIA
PENELITIAN PEMUSNAHAN
PEMERIKSAAN
BMN
Keterangan:

1. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di- bawah Rp100.000.000,00 {seratus juta
rupiah) per unit/satuan, persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan
tanaman serta bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau
restorasi} kepada PPB-W atau Kotama selaku tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan
Kadismatau.

9. PPB-W mengajuklan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Kadismatau tembusan
Aslog Kasau, Inbin Item dan KPB.

3. Kadismatau mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Inbin Item tembusan
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4. Inbinitem memberikan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujui,
menyarankan cara pemusnahan serta memberikan saran lain terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista ke Kadismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

5. Dismatau meneruskan surat rekomendasi menyesuaikan dengan bentuk dan
cara pelaksanaan serta saran atau masukan terhadap pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada KPB tembusan Aslog Kasau,
Inbinitem dan PPB-W.

6. Atas dasar rekomendasi dari Dismatau dan/atau Inbin Item, KPB membentuk
Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melalui surat perintah.

= Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melaporkan pelaksanaan penelitian dan
pemeriksaan BMN kepada Kasatker selakn KPB dan Kasatker menandatangani
berita acara penelitian dan pemeriksaan BMN.

8. Kasatker selaku KPB mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) perunit/satuan, persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan
tanaman serta bongkaran BMN karena perbaikan {renovasi, rehabilitasi atau
restorasi) kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan
Kadismatau.

9. Kotama selaku PPB-W mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada
Kadismatau tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan KPB.

10. Dismatau melaksanakan kegiatan:

a. Pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan dan fisik
terhadap permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista.

b. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen Dismatau dapat
mengajukan surat permohonan kelengkapan dokumen dan melakukan
koordinasi dengan KPB, Inbin Item dan PPB-W.

¢. Menyiapkan usulan permohonan persetujuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Menhan selaku Pengguna Barang
tembusan Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Kasau, Inbinitem, PPB-W dan
KPB.

11. Menhan selaku Pengguna Barang memberikan persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak memiliki dokumen kepemilikan
nilai perolehan di bawah Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah) per unit/satuan,
persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman serta bongkaran
BMN karena perbaikan {renovasi, rehabilitasi atau restorasi) kepada kasau selaku
PPB-E1.

12. Dismatau menyiapkan surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Kasatker selaku KPB tembusan Menteri
Pertahanan, Panglima TNI, Kasau, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Irjen TNI, Dirjen
Kuathan Kemhan, Aslog Panglima TNI, Irjenau, PPB-W, Inbinitem dan Kadismatau.
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13. Kasatker selaku KPB membentuk panitia pemusnahan untuk melaksanakan
pemusnahan.

14. Panitia beserta tim pemusnahan melaksanakan pemusnahan yang
dituangkan kedalam berita acara pemusnahan kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Kasatker.

15. Satker selaku KPB melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista dan mengajukan surat permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog
Kasau, Dismatau dan Inbin Item.

16. Kotama selaku PPB-W mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
dan mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista tidak meiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan,
persediaan, aset tetap lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman serta bongkaran
BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi atau restorasi) kepada Kadismatau
tembusan Aslog Kasau dan KPB.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,
tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.

MARSEKAL PERTAMA TNI
Autentikasi
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TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

Lampiran F1 Keputusan Kasau
Nomor Kep/480/XI11/2022

Tanggal 23 Desember 2022

ALUR PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
NONALUTSISTA MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN NILAI PEROLEHAN
DI ATAS 7.5 MILIAR PER UNIT/SATUAN

PRESIDEN
10 M S.D 100 M

DPR
DI ATAS 100 M

121 13
v

MENKEU
(PENGELOLA BARANG)

DJKN
DIATAS 10 M

11

- —
14|

MENHAN
(PENGGUNA BARANG)

DIR PKNSI
7.5M S/D 10 M

10

’ Y A

21
15

*
KASAU !

(PPB-E1)

INBIN
ITEM

ASLOG KASAU
(PELAKSANA FUNGSIONAL)

DISMATAU
(PELAKSANA TEKNIS)

KOTAMA

(PPB-W)

1 5,r ST 163

191_

SATKER

(KPB)

61 71

171 18]

PANITIA
PENELITIAN

BMN

PEMERIKSAAN

PANITIA
PEMUSNAHAN

Keterangan:

1. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki
emilikan nilai perolehan di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan kepada PPB-

pemusnahan
dokumen kep

selaku PPB-W tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan Kadismatau.

W Pang/Dankotama/Kolak
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2. PPB-W mengajuklan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Kadismatau tembusan
Aslog Kasau, Inbin Item dan KPB.

3. Dismatau mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atan bangunan nonalutsista kepada Inbin Item tembusan
Aslog Kasau, PPB-W dan KPB. Permohonan rekomendasi dapat berisikan
permohonan lain sesuai dengan kebutuhan pemusnahan.

4. Inbinitem memberikan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujtii,
menyarankan cara pemusnahen serta memberikan saran lain terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista ke Dismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

5. Dismatau meneruskan surat rekomendasi menyesuaikan dengan bentuk dan
cara pelaksanaan serta saran atau masukan terhadap pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada KPB tembusan Aslog Kasau,
Inbinitem dan PPB-W.

6. Atas dasar rekomendasi dari Dismatau dan/atau Inbin Item, KPB membentuk
Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melalui surat perintah pembentukan panitia.

7 Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melaporkan pelaksanaan penelitian dan
pemeriksaan BMN kepada Kasatker selaku KPB dan Kasatker menandatangani
Berita Acara penelitian dan pemeriksaan BMN.

8. Satker selaku KPB mengajukan surat permohonan persetujuan  usul
pemusnahan BMN selain tanah dan /atau bangunan nonalutsista memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di atas Rp7 .500.000.000,00 {tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan kepada Kotama selaku PPB-W tembusan
Aslog Kasau, Inbinitem dan Kadismatau.

9. Kotama selaku PPB-W mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada
Kadismatau tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan KPB.

10. Dismatau melaksanakan kegiatan:

a. Pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan dan fisik
terhadap permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista.

b. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen Dismatau dapat
mengajukan surat permohonan kelengkapan dokumen dan melakukan
koordinasi dengan KPB, Inbin Item dan PPB-W.

c. Menyiapkan surat permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani ocleh Aslog
Kasau atas nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Pengguna Barang tembusan
Menkeu, Menhan, Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Kasau, Inbinitem, PPB-W
dan KPB.

11. Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang meneruskan permohonan
kepada Pengelola Barang.

12. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang mengajukan permohonan
persetujuan kepada Presiden untuk BMN nilai perolehan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
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rupiah) perunit/satuan. Untuk BMN nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) per unit/satuan Pengelola Barang mengajukan permohonan
kepada DPR.

13. Presiden memberikan persetujuan untuk BMN nilai perolehan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per unit/satuan dan DPR untuk
BMN nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
perunit/satuan kepada Pengelola Barang.

14. Pengelola Barang meneruskan persetujuan Presiden dan DPR serta
memberikan persetujuan berdasarkan pelimpahan Kkewenangan untuk nilai
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per unit/satuan kepada Pengguna
Barang.

15. Pengguna Barang menerbitkan surat persetujuan pelaksanaan pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada PPB-E1.

16. Dismatau menyiapkan surat perintah pelaksanaan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada Kasatker selaku KPB tembusan Menteri
Keuangan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasau, Sekjen Kembhan, Irjen
Kemhan, Irjen TNI, Dirjen Kuathan Kemhan, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu,
Aslog Panglima TNI, Irfjenau, PPB-W, Inbinitem dan Kadismatau.

17. Kasatker selaku KPB membentuk panitia pemusnahan untuk melaksanakan
pemusnahan.

18. Panitia beserta tim pemusnahan melaksanakan pemusnahan yang
dituangkan kedalam berita acara pemusnahan kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Kasatker.

19. Satker selaku KPB melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista dan mengajukan surat permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog
Kasau, Kadismatau dan Inbin Item.

20. Kotama selaku PPB-W mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista dan mengajukan permohonan
penerbitan keputusan penghapusan BMN kepada Kadismatau tembusan Aslog
Kasau dan KPB.

21. Dismatau menyiapkan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista dan mengajukan permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN ditandatangani oleh Aslog Kasau atas nama Kasau
selaku PPB-E1 kepada Pengguna Barang tembusan Menkeu, Menhan, Panglima
TNI, Aslog Panglima TNI, Kasau, Inbinitem, PPB-W dan KPB.

g Antentikasi a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
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TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran F2 Keputusan Kasau
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/480/X11/2022
Tanggal 23 Desember 2022

ALUR PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BMN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
NONALUTSISTA MEMILIKI DOKUMERN KEPEMILIKAN NILAI PEROLEHAN
DI BAWAH 7.5 MILIAR PER UNIT/SATUAN

MENKEU
(PENGELOLA BARANG)

KANWIL DJKN | p—
5MS/D7.5M

KPKNL =

DI BAWAH 5 M  d

KASAU
(PPB-E1)

ASLOG KASAU
(PELAKSANA FUNGSIONAL)

DISMATAU
(PELAKSANA TEKNIS)

16

|

INBIN >
ITEM 3

KOTAMA 12
(PPB-W)

. 1 :
IT 5+ 81 10v 151 11
SATKER
KPB)

L T T

PANITIA PANITIA
PENELITIAN PEMUSNAHAN
PEMERIKSAAN
BMN

Keterangan:

1. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonatutsista memiliki
dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar
lima ratus juta rupiah) per unit/satuan kepada PPB-W atau Kotama tembusan
Aslog Kasau, Inbinitem dan Kadismatau.

2. PPB-W mengajuklan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Dismatau tembusan
Aslog Kasau, Inbin Item dan KPB.
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3. Dismatau mengajukan surat usulan permohonan rekomendasi pemusnahan
BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Inbin Item tembusan
Aslog Kasau, PPB-W dan KPB. Permohonan rekomendasi dapat berisikan
permohonan lain sesuai dengan kebutuhan pemusnahan.

4. Inbinitem memberikan rekomendasi menyetujui atau tidak menyetujui,
menyarankan cara pemusnahan serta memberikan saran lain terhadap
permohonan rekomendasi pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista ke Kadismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

5. Dismatau meneruskan surat rekomendasi menyesuaikan dengan bentuk dan
cara pelaksanaan serta saran atau masukan terhadap pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada KPB tembusan Aslog Kasau,
Inbinitemn dan PPB-W.

6. Atas dasar rekomendasi dari Dismatau dan/atau Inbin Item, KPB membentuk
panitia penelitian dan pemeriksaan BMN melalui surat perintah.

7 Panitia Penelitian dan Pemeriksaan melaporkan pelaksanaan penelitian dan
pemeriksaan BMN kepada Kasatker selaku KPB dan Kasatker menandatangani
berita acara penelitian dan pemeriksaan BMN.

8. Kasatker selaku KPB mengajukan surat usulan permohonan izin prinsip
persetijjuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista
memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah Rp7.500.000.000,00
{tujuh miliar lima ratus juta rupiahj per unit/satuan kepada Kotama selaku PPB-W
tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan Kadismatau.

9. Kotama selaku PPB-W mengajukan surat permohonan persetujuan usul
pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada
Kadismatau tembusan Aslog Kasau, Inbinitem dan KPB.

10. Dismatau melaksanakan kegiatan:

a. Pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan dan fisik
terhadap permohonan persetujuan usul pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan nonalutsista.

b. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dokumen Dismatau dapat
mengajukan surat permohonan kelengkapan dokumen dan melakukan
koordinasi dengan KPB, Inbin Item dan PPB-W.

c. Menyiapkan surat izin prinsip persetujuan pemusnahan BMN selain
tanah dan/atau bangunan nonalutsista ditandatangani oleh Aslog Kasau atas
nama Kasau selaku PPB-E1 kepada KPB tembusan Kasau, Inbinitem dan
PPB-W.

11. Berdasarkan izin prinsip persetujuan Kasatker selaku KPB mengajukan
permohonan persetuyjuan pemusnahan BMN gelain tanah dan/atau bangunan
nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai perolehan di bawah
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) perunit/satuan dengan
pengelompokan sebagai berikut:

a. BMN nonalutsista nilai perolehan Rp5.000,000.000,00 (lima miliar rupiah)
sampai dengan Rp7.500.000.000,00 {tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per
unit/satuan diajukan KPB kepada Kanwil DJKN.
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b. BMN nonalutsista nilai perolehan di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) per unit/satuan diajukan KPB kepada KPKNL.

12. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berdasarkan pelimpahan
kewenangan Kanwil DJKN dan KPKNL memberikan persetujuan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista kepada Kasatker selaku KPB
tembusan, Menkeu, Sekjen Kemhan, Kasau, Aslog Kasau dan Dir BMN.

13. Kasatker selaku KPB membentuk panitia pemusnahan untuk melaksanakan
pemusnahan.

14. Panitia beserta tim pemusnahan melaksanakan pemusnahan yang
dituangkan kedalam berita acara pemusnahan kemudian melaporkan hasil
pelaksanaan kepada Kasatker.

15. Satker selaku KPB melaporkan pelaksanaan pemusnahan BMN selain tanah
dan/atau bangunan alutsista dan mengajukan surat permohonan penerbitan
keputusan penghapusan BMN kepada Kotama selaku PPB-W tembusan Aslog
Kasau, Kadismatau dan Inbin Item.

16. Kotama selaku PPB-W mengajukan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN
selain tanah dan/atau bangunan nonalutsista memiliki dokumen kepemilikan nilai
perolehan di bawah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per
unit/satuan dan mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan
BMN kepada Kadismatau tembusan Aslog Kasau dan KPB.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI




TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA

Lampiran G Keputusan Kasau
Nomor Kep/480/XI11/2022
Tanggal 23 Desember 2022

DAFTAR CONTOH FORMAT

NO JUDUL KET

j Format Surat Perintah Panitia Penelitan, dan Contoh 1
Pemeriksaan Barang Milik Negara.

2. | Format Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Contoh 2
Barang Milik Negara.

3. |Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Contoh 3
(SPTJM)

4. | Format Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Contoh 4
Tugas Pokok dan Fungsi (SPTUPOKSI)

5. | Format Surat Perintah Pemusnahan Contoh 5

6. | Format Berita Acara Pemusnahan Contoh 6

|

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
KEPALA DISMAT,

tertanda

ISMAIL MANAN, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Autentikasi
_ CRETARIAT UMUM TNI AU,




oooooooooooooooooooo

- 72 -

CONTOH 1

----------------

---------------

Menimbang :

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin..(2).../Vill/2022

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan, BMN
berupa ...(3)... sebanyak ...(4)... invetaris TNI AU dhi. ...(5)..., perlu
dikeluarkan surat perintah panitia penelitian dan pemeriksaan, BMN.

DIPERINTAHKAN

Nama, pangkat, korps, NRP dan jabatan tersebut dalam lampiran surat
perintah ini.

1. Di samping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari bertindak
selaku panitia penelitian dan pemeriksaan BMN berupa ...(3)... sebanyak
...(#)... invetaris TNI AU dhi. ...(5)....

2. Bertugas meneliti dan memeriksa keadaan/kondisi fisik serta dokumen
administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan alasan terhadap BMN yang di putuskan akan dilaksanakan
pemusnahan.

4. Menyusun dan melaporkan hasil penelitian dan pemeriksaan BMN ke
dalam bentuk berita acara tentang penelitian dan pemeriksaan BMN secara
lengkap dan memberikan keputusan dan pendapat terhadap BMN apakah
akan dipindahtangankan atau dimushahkan serta saran berupa catatan
dalam berita acara tentang penelitian dan pemeriksaan BMN.

5. Menentukan/menetapkan cara pelaksanaan pemusnahan.

6. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di ...{7)...
pada tanggal...(8)...

...... Pang/Gub/Dan/Ka Satker...,
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Keterangan:

(1) Diisi dengan kop surat.

(2) Diisi dengan nomor surat perintah

(3) Diisi dengan komoditi barang.

(4) Diisi dengan banyak/jumlah barang.

{5) Diisi dengan satker.

(6) Diisi dengan dasar berupa nomor dokumen dan tentang.
(7) Diisi dengan tempat Satker berada.

(8) Diisi tanggal, bulan dan tahun.




.-.-co..-..-.cAAV-:o-..n.no...o-.-

avabrsadsnenntRiInRS

T L R LR R
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CONTOH 2

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BMN
Nomor: BAPPBMN/...(Nomor)... /...(Satker).../VIIl/2022 -

Pada hari ini ...(2)... tanggal ...(3)... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

2
3.
4,
5.

Nama
Nama
Nama
"Nama

Nama

Pangkat NRP
Pangkat NRP
Pangkat NRP
Pangkat NRP
Pangkat NRP

Jabatan ) sebagai ketua panitia
' Jabatan _ sebagai anggota
Jabatan sebagai mwmno”m .
Jabatan | sebagai anggota
Jabatan sebagai anggota

Memenuhi perintah dari ...(4)... Nomor Sprin ...(5)... tanggal ...(6)... sebagai panitia penelitian dan pemeriksaan BMN menuju ke . (7)... untuk
meneliti dan memeriksan keadaan fisik dan data BMN yang ada dalam pertanggung jawaban ...(8)... sebagai tindak lanjut dari tahap penyisihan BMN sesuai

dengan:
Bukti-bukti:
1. ..(9)...
2. ...(10)...
3. ..(1)..
Nomor Halaman

Nomor Berita Acara

{12)...
. {13)...
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Sebagai panitia penelitian dan pemeriksaan telah melaksanakan penelitan dan pemeriksaan BMN selain tanah dan atau bangunan berupa ...{(14)...
sebanyak ...(15)... unit/ea/item inventaris TNI AU Dhi. ...(16)..., dengan hasil sebagai mana tercantum dalam daftar rincian:

DAFTAR BMN YANG DITELITI DAN DIPERIKSA

KODE NAMA
NO BARANG BARANG NUP DATA BARANG TAHUN | NILAI PERCLEHAN KONDISI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3.01.01.01.001 Mej . - Dimusnahkan dengan
X .01.01.01. ja Kayu 3 | Merk/Type ‘- 1991 Rp.1.000.000, RB caa. (17)
2.
3.
: 4,
5.
JUMLAH
Paraf: 1. 2. 3. 4, 5.
Nomor Halaman e (12)...

Nomor Berita Acara  : ...(13)...
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CATATAN UMUM

1. Berdasarkan hasil penelitan dan pemeriksaan, kami sebagai panitia penelitian dan pemeriksaan BMN menetapkan bahwa BMN akan dilaksanakan
pemusnahan dengan cara...(17)..... karena BMN dinilai secara teknis tidak optimal, kurang ekonomis dan tidak dapat dipindahtangankan.

9. Pelaksanaan penelitan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar.

3. Berita acara penelitian dan pemeriksaan BMN ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan BMN selain tanah dan/atau
bangunan.

Panitia Penelitian dan Pemeriksaan BMN

1. Wm.ﬁmm tangan 4, H_mmﬂwmm tangan Mengetahui
gm- W sBsbsssrTESREEIEIRNRY s mevEEsREmEENEGYTANOSR .-...-......vm: \QCU\Umj\—Am mm—..w —a-........-
Pangkat/NRP : .oovvisrerroones Pangkat’NRP  : orevveevveernee g ®
2. Tanda tangan : ......c..ccceeeens 5. Tandatangan :............. L Nama.........
Nama Nama e ereaeenas Pangkat NRP...........
..—umbmwmﬁ\zmmu D vrerarresevsraneene TN:@—ANQZ_"NT G ereserarasesans beaae

3. Tanda tangan @ .......ceeeeeenee
Nama D reeererensreneeuenes
Pangkat/NRP ...

Keterangan:
(1) Diisi dengan kop surat.

(2) Diisi dengan hari pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan BMN.
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(3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan BMN.
(4) Diisi dengan Pang/Gub/Dan/Ka satker.

(5) Diisi dengan nomor sprin panitia penelitian dan pemeriksaan BMN.
(6) Diisi dengan fanggal sprin panitia penelitian dan pemeriksaan BMN.
(7) Diisi dengan tempat pelaksanaan peneiitian dan pemeriksaan BMN.

(8) Diisi dengan satker. Contoh: Dismatau, Lanud Halim P.

(9) Diisi dengan surat-surat/dokumen yang terkait dengan BMN yang akan diteliti dan diperiksan berupa surat penetapan status penggunaan (PSP) dari
instansi terkait, (kecuali untuk BMN yang tidak memeriukan PSP seperti BMN berupa sediaan).

(10) Diisi dengan surat-surat/dokumen yang terkait dengan BMN yang akan diteliti dan diperiksan.
(11) Diisi dengan surat-surat/dokumen yang terkait dengan BMN yang akan diteliti dan diperiksan.
(12) Diisi dengan halaman BAPPBMN. Contoh: 2 {dua), 3 (tiga).

(13) Diisi dengan nomor BAPPBMN. Contoh: BAPPBMNY/...(Nomo

r)... /...(Satker).. \11if2022,
(14) Diisi dengan:
1. Alutsista.
2. Nonalutsista:
a) Yang memiliki dokumen kepemilikan.
b) Yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupizh) per unit/satuan.

c) Yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.




(156) Diisi dengan jumiah BMN yang diteliti dan diperiksan.
(16) Diisi dengan satker.

(17) Diisi dengan cara pelaksanaan pemusnahan:
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CONTOH 6

o-o-.-..-.-o-.-Aav-o-oc-o-ooo--o

ersddadparpessryensiraanssnbanannny

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
Nomor: BA-PEMUSNAHAN BMN/...(Nomox)... /...(Satker).../VIII/2022

Pada hari ini ...(2)... tanggal ...(3)... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pangkat NRP Jabatan sebagai ketua panitia
2. Nama Pangkat NRP Jabatan sebagai anggota
3. Nama Pangkat NRP : Jabatan sebagai anggota
4, Nama Pangkat NRP Jabatan sebagai anggota
5. Nama Pangkat NRP Jabatan sebagai anggota

Sebagai panitia pemusnahan BMN telah melaksanakan pemusnahan dengan cara ...(4)....barang milik negara (BMN) selain tanah dan atau bangunan
berupa ...(5)... sebanyak ...(6)... unit/ealitem inventaris TNl AU Dhi. ...(7)..., sebagai mana tercantum dalam daftar rincian barang milik negara yang
dimusnahkan.

Dasar-dasar:
1. ...(8)..
2. ...09)..

3. ...(10)...
Nomor Halaman
Nomor Berita Acara

L1
~.(12)...

“aov e
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DAFTAR BMN YANG PEMUSNAHAN DARI INVENTARIS TNI AU
DHI. ...(SATKER)...

NO | KODEBARANG | honns | NUP DATA BARANG TAHUN | peropenany | KONDISI KETERANGAN
7 5 3 4 5 5 7 8 g

1. 3.01.01.01.001 Meja Kayu 3 Merk/Type - 1891 Rp1.000.000,00 RB Telah dimusnahkan dengan cara ...(4)...

2.

3.

4,

5.

JUMLAH

Paraf: 1. 2. 3. 4, 5.
Nomor Halaman (1.

Nomor Berita Acara

L{12)...




CATATAN UMUM

1. Berdasarkan hasil pemusnahan dengan cara ....(4)....., kami sebagai panitia pemusnahan menetapkan bahwa BMN telah dilaksanakan pemusnahan
karena BMN dinilai tidak optimal, tidak ekonomis dan melaksanakan peraturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan pemusnahan dengan cara ....(4)..... dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar.

3. Berita acara pemusnahan ini sebagai dasar untuk mengajukan permohonan persetujuan penghapusan.

Panitia Pemusnahan BMN

1. menmgmmﬁ 4. Tanda tangan R Mengstahui
ama rernrerriaireinnes Nama e rveerre e evrenr....PaNg/Gub/Dan/Ka Satker.........,
Pangkat/NRP :....ooviivenininns Pangkat/NRP @ .........cooeeeil. .
2. Tanda tangan :.......c.eceeeeeen 5. Tandatangan :.......ccoccoconnnnnn Nama..........
Nama Nama R ELRTTRLIE I vreeeeennn.Pangkat NRP... ...
Pangkat/NRP :......ccovenvinnnee. Pangkat/NRP  :.................. .

.

3. Tanda tangan : .............oooeens
Pangkat/NRP :......covvivivnnnnne

Keterangan:
(1) Diisi dengan kop surat.
(2) Diisi dengan hari pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan BMN.

(3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan BMN.
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(4) Diisi dengan cara pemusnahan.

(5) Diisi dengan jenis barang berdasarkan Inbin /tem.

(6) Diisi dengan jumlah unit/satuan.

(7) Diisi dengan satker. Contoh: Dismatau, Lanud Halim P.

(8) Diisi dengan surat-surat/dokumen yang terkait dengan persstujuan pemusnahan.

(9) Diisi dengan surat-surat/dokumen yang terkait Surat perintah pemusnahan dari PPB-E1.
(10) Diisi dengan surat-surat/dokumen yang terkait Surat perintah Panitia pemusnahan.

(11) Diisi dengan halaman BA-Pemusnahan. Contoh: 2 (dua), 3 (tiga).

(12) Diisi dengan nomor BA-Pemusnahan. Contoh: BA-PEMUSNAHAN BMN/...(Nomor)... /...(Satker).../VII/2022,
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